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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
xi 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda ( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 







Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 






5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصً َّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
xiv 
 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  يْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur’an 




9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 




ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
xvi 
 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Pengadilan Tata 
Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda (Studi Kasus di PTUN 
Makassar)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian 
sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara?, 2) Bagaimana kekuatan putusan 
hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa sertifikat 
ganda?, 3) Apa penyebab terjadinya sertifikat ganda? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut 
penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-
normatif dan pendekatan historis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua 
Pengadilan, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan 
data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data 
menggunakan metode analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PTUN Makassar sangat 
berkontribusi menyelesaikan sengketa sertifikat ganda dengan proses penyelesaian 
sengketa sesuai dengan PERATUN, adapun kekuatan putusan hakim PTUN 
Makassar dalam sengketa sertifikat ganda berupa pembatalan sertifikat bersifat  final 
selama tidak ada pihak yang menggugatnya dan penyebab terjadinya sertifikat ganda 
tidak dipungkiri adalah hasil kelalaian pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai 
pihak yang berwenang dalam mengontrol data pertanahan. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Sebaiknya penyelesaian sengketa 
di Pengadilan dijadikan sebagai upaya terakhir demi kerukunan para pihak yang 
bersengketa. 2) Publikasi atas penerbitan sertifikat oleh Humas Badan Pertanahan 
Nasional harus lebih luas dan transparan sehingga bila ada yang keberatan dapat 
melaporkannya sedini mungkin. 3) Masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional yang 






A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang memiliki sebuah amanat untuk bertanggung 
jawab dalam hal penguasaan dan pengelolahan tanah yang sejatinya adalah untuk 
kemakmuran rakyat. Amanat tersebut diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara. Oleh 
karena itu, sudah merupakan kewajiban negara untuk menjamin tanah-tanah yang 
ada di Indonesia digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat dan mekanisme 
penguasaan dikontrol oleh negara. 
Berlandaskan prinsip untuk menjamin agar tidak terjadi kekacauan dalam 
memperoleh hak atas tanah oleh masyarakat, negara mengatur secara tegas mengenai 
hak milik atas tanah dalam pasal 20 UUPA, yang menyatakan bahwa hak milik 
adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 
(pasal 6 UUPA). Berbeda halnya dengan pengertian Hak Milik (eigendom) menurut 
Buku II Burgerlijke Wetboek pasal 570: 
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan 
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 
sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan 
umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan 
tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum 
berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.
1
 
                                                          
1
Subekti R dan Tjitrosudibjo R, “Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” dalam Rusmadi 
Murad, Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek (Bandung: CV 
Mandar Maju, 2013), h.87. 
2 
 
Sedangkan menurut penulis hak milik atas tanah adalah adanya penguasaan 
secara penuh seseorang atau badan hukum perdata atas tanah, yang melekat secara 
permanen dan hak tersebut tidak akan hilang atau berpindah sebelum dialihkan 
kepada seseorang atau badan hukum perdata lain. Artinya, orang lain tidak memiliki 
kewenangan untuk mengambil atau merampas hak yang melekat tersebut. Oleh 
karena itu, masyarakat perlu mengadili kembali kewajiban negara dalam hal ini 
untuk menjamin agar setiap hak milik atas tanah oleh masing-masing warga negara 
berjalan dengan benar dan tertib, serta tidak menimbulkan konflik. 
Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, disebutkan 
bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan harus didaftarkan baik 
setiap pendaftaran pertama kali, peralihan dan hapusnya demikian pula hak-hak yang 
sejenis yang berasal dari ketentuan Konversi Hak Pengelolaan.
2
 Pengaturan lain 
mengenai pendaftaran tanah untuk memperoleh hak milik atas tanah juga diatur di 
dalam PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka 
rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tersebut berupa Buku Tanah 
dan sertipikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
3
 Oleh 
sebab itu, segala pendaftaran tanah maupun hapusnya tanah telah terdaftar di badan 
pemerintahan yang berwenang dalam hal tersebut, yaitu Badan Pertanahan Nasional 
yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik atas 
tanah sebagai bukti fisik yang telah memenuhi kriteria secara yuridis. 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, Penjelasan Umum. 
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Arie S. Hutagalung, “Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah,” dalam Urip 
Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2012), h.281. 
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Dasar kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Pasal 
19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA maka dikeluarkanlah Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian 
diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 3 
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diketahui bahwa tujuan 
pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data 
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 




Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, 
bertambah pula keperluan masyarakat akan kepastian hukum di bidang Pertanahan. 
Disebabkan karena tanah makin lama, makin mahal dan makin terbatas sehingga 
banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah, dan tanah 
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sebagai jaminan kredit di bank dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari 
sertifikat tanah sering menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. 
Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan 
berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Keserakahan 
manusia akan kepemilikan tanah ini sering mengakibatkan timbulnya masalah-
masalah pertanahan dan perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat 
adanya persengketaan dibidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik baru 
yang berkepanjangan antar warga yang bersengketa, bahkan sampai kepada ahli 
warisnya, menimbulkan banyak korban. Hanya bermula dari rasa serakah manusia 
mengenai hak atas tanah tersebut, sehingga para pihak saling berlomba untuk 
membuktikan bahwa mereka yang lebih berhak atas tanah tersebut. 
Sertifikat hak milik atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga 
berfungsi sebagai bukti hak milik seseorang atas tanah, sehingga melalui sertifikat 
tersebut lahirlah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata. Akan 
tetapi seiring dengan bertambah tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang 
yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat 
palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat 
tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Jumlah sertifikat-sertifikat semacam 
itu cukup banyak, sehingga menimbulkan kerawanan akan kepastian hukum. 
Pemalsuan sertifikat terjadi karna tidak didasarkan pada alas hak yang benar, seperti 
penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan pemilikan yang 
dipalsukan, bentuk lainnya berupa stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan. 
Dalam kenyataannya, pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat 
kehilangan haknya dikarenakan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan 
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sertifikat karena cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi 
sehingga menimbulkan sertifikat ganda disebabkan sertifikat tidak dipetakan dalam 
peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. 
Dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun 
masih terjadinya sengketa-sengketa mengenai hak-hak atas tanah di tengah-tengah 
masyarakat yang bahkan sampai pada gugatan-gugatan ke Pengadilan, yang 
mengakibatkan terjadinya pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut oleh Kantor 
Pertanahan. Permohonan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut dapat 
dilakukan pihak pengadilan karena adanya gugatan, diantaranya karena terjadinya 
sertifikat ganda, hutang piutang atau karena pailit dan lain-lain. 
Berangkat dari permasalahan tersebut, sertifikat ganda atas tanah secara 
singkat dapat diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang 
tanah yang sama secara luas atau surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel atas 
nama pemilik yang sama atau nama pemilik yang berbeda, yang diterbitkan oleh 
badan hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan 
antara satu bagian dengan bagian lain, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang 
berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah 
milik orang lain. 
Alasan penulis ingin mengangkat judul tentang Peranan Pengadilan Tata 
Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda diatas karena kasus 
tentang terjadinya sertifikat ganda saat ini sering terjadi ditengah masyarakat karena 
tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, yang dapat 
menimbulkan sengketa antara pihak satu dengan yang lain. Dari fenomena tersebut 
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penulis melihat dari sudut pandang pemberiaan kepastian hukum oleh para pencari 
keadilan kepada pihak yang berwenang menangani sengketa tentang Keputusan Tata 
Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  yang kemudian 
diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 
2009, yaitu sebuah lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini mengenai sertifikat ganda. 
Bardasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui 
lebih jauh tentang bagaimana peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
dalam menyelesaikan permasalahan tentang tanah dalam hal ini berkaitan dengan 
judul peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa sertifikat 
ganda (studi kasus di PTUN Makassar). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah 
yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini terbagi 
atas dua, pokok masalah yaitu “Bagaimana Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara 
dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda (Studi Kasus di PTUN Makassar)?” 
dan sub-masalah sebagai berikut: 
1.   Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan Tata Usaha 
Negara? 
2.   Bagaimana kekuatan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
menyelesaikan sengketa sertifikat ganda? 
3.   Apa penyebab terjadinya sertifikat ganda? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi 
permasalahan tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam 
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian : 
a. Penyelesaian Sengketa 
b. Sertifikat Ganda 
c. Pengadilan Tata Usaha Negara 
d. Putusan Hakim 
e. Sengketa Sertifikat Ganda 
2. Deskripsi Fokus : 
a. Penyelesaian Sengketa adalah proses pemecahan masalah terhadap sesuatu hal 
yang menyebabkan perbedaan pendapat atau perselisihan. 
b. Sertifikat Ganda adalah sebidang tanah yang mempunyai lebih dari satu 
sertifikat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih seluruhnya atau 
sebagian atas nama pemilik yang sama atau berbeda. 
c. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
5
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tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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d. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari 
pemeriksaan suatu perkara gugatan. 
e. Sengketa Sertifikat Ganda adalah sengketa mengenai sertifikat yang untuk 
sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya tumpang 
tindih seluruhnya atau sebagiannya.
6
 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa adalah proses 
pemecahan masalah terhadap sesuatu 
yang menyebabkan perbedaan pendapat 
atau perkara. 
2. Sertifikat Ganda Sertifikat Ganda adalah sebidang tanah 
yang mempunyai lebih dari satu 
sertifikat yang mengakibatkan terjadinya 
tumpang tindih seluruhnya atau 
sebagian. 
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap 
sengketa Tata Usaha Negara. 
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4. Putusan Hakim Putusan hakim adalah pernyataan hakim 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 
terbuka untuk umum sebagai hasil dari 
pemeriksaan perkara gugatan. 
5. Sengketa Sertifikat Ganda Sengketa Sertifikat Ganda adalah 
sengketa mengenai sertifikat yang untuk 
sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu 
sertifikat yang letak tanahnya tumpang 
tindih seluruhnya atau sebagiannya. 
D. Kajian Pustaka 
Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan 
sebuah kajian pustaka seperti berikut : 
Ali Achmad Chomzah dalam bukunya “Hukum Pertanahan”, diterbitkan 
oleh Prestasi Pustaka, tahun 2002. Buku ini berisi, antara lain mengenai penyelesaian 
sengketa atas tanah melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa atas tanah melalui 
pengadilan menurut buku ini merupakan cara penyelesaian yang apabila 
penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak yang bersengketa tidak 
tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena 
mengadakan serta merta (peninjuan kembali) atas Keputusan TUN yang telah 
dikeluarkannya, tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka 
penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Pejabat TUN yang menangani sengketa 
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Pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracth Van Gewijsde). 
Nur Yanto dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara”, diterbitkan oleh Mitra Wacana, tahun 2015. Buku ini berisi, antara lain 
mengenai Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang 
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, kemudian 
mengenai pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi 
Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 
pasal-pasal yang terkait. 
Syamsul Rijal dalam skripsinya “Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi 
Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Makassar, tahun 2012. Skripsi ini berisi, antara lain 
mengenai ketentuan hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan) 
dan pelaksanaan peraturan hukum atas pelanggaran surat-surat tanah (sertifikat 
ganda) di Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Tika Nurjannah dalam skripsinya “Penyelesaian Sengketa Sertifikat 
Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar)”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, tahun 2016. Skripsi 
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ini berisi, antara lain mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 
sertifikat ganda, akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda hak atas tanah, dan 
bentuk penyelesaian terhadap sertifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar pada putusan nomor : 35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS. 
Urip Santoso dalam bukunya “Hukum Agraria”, diterbitkan oleh Kencana, 
tahun 2012. Buku ini berisi, antara lain mengenai sertifikat. Sertifkat menurut buku 
ini merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik 
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan. Demikian pula buku ini berisi mengenai sertifikat atas 
sebidang tanah secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 
tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain 
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan 
hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. 
Dari beberapa penjelasan penelitian diatas baik secara perorangan maupun 
kelompok belum ada yang secara tuntas membahas tentang peranan Pengadilan Tata 
Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda meskipun dari kelima 
sumber tersebut telah ada yang menyinggung tentang sertifikat dan penyelesaian 
sengketa tanah di pengadilan. Tetapi belum menjawab secara keseluruhan masalah 
yang akan diteliti oleh penulis. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian lebih 
lanjut dan pengetahuan secara mendalam tentang hal tersebut. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan 
penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan 
a. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
b. Untuk Mengetahui Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda. 
c. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda. 
2. Kegunaan 
a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang mengatur 
tentang pokok agraria di Indonesia. 
b. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau 
masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
c. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
d. Memberikan gambaran mengenai bagaimana peranan PTUN Makassar dalam 





A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara 
Berbicara tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memang banyak 
masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, wajar karena Pengadilan Tata 
Usaha Negara tidak setiap Kabupaten ada seperti halnya Pengadilan Negeri, 
keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya ada di Provinsi. 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
1
 Dari pengertian 
tersebut dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tempat 
untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan bagi 
masyarakat, karena sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, 
ketertiban dan keadilan maka bagi mereka yang bekerja di Pengadilan Tata Usaha 
Negara harus orang-orang yang baik, arif dan bijaksana, jangan sampai orang yang 




Peradilan atau Rechtspraak (Belanda) atau Judiciary (Inggris) adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam penegakan Hukum dan 
Keadilan. Menurut Van Praag, peradilan adalan penentuan berlakunya sesuatu aturan 
hukum terhadap sesuatu peristiwa yang konkrit sehubungan dengan timbulnya 
sesuatu persengketaan. 
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tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Dengan demikian, peradilan adalah instansi yang netral terhadap sesuatu 
peristiwa hukum konkrit untuk kemudian melakukan proses memeriksa dan 
memasukkan peristiwa konkrit itu ke dalam suatu norma hukum yang abstrak dan 
menuangkannya ke dalam putusan. 
Dalam Islam Peradilan juga dikenal dengan istilah Qaḍā’, yang artinya  
bermacam-macam, di antaranya dengan mengacu paca firman Allah swt. dalam QS 
al-Nisā/4: 58 berikut ini. 
  ََٰىِنإ ِت ََٰى َََٰمۡلۡٱ ْاو ُّدَُؤت َنأ ۡمُكُسُمَۡأٌ َ َّللَّٱ َِّنإ  ِِۚلۡدَعۡنِٱب ْاىُمُكَۡحت َنأ ِساَّىنٱ َه ٍۡ َب ُمتۡمَكَح اَِذإَو َاِههَۡهأ
 اٗسٍَِصب ا ََۢعٍِمَس َناَك َ َّللَّٱ َِّنإ ٓۗ ۦِِهب مُُكظَِعٌ ا َّمِِعو َ َّللَّٱ َِّنإ٨٥  
Terjemahnya: 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 




 Firman Allah swt. tersebut dapat dipahami bahwa makna pengadilan adalah 
melakukan proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah dinyatakan 
sebagai terdakwa dengan cara adil tanpa tebang pilih meskipun terhadap keluarga 
sendiri. Oleh karena itu, kata “peradilan” asalnya dari kata “adil” kemudian 
berawalan “per” dan akhiran “an” yang diartikan sebagai tempat memperoleh rasa 
adil.
4
 Menurut istilah hukum Islam, peradilan berarti memutuskan perkara orang-
orang yang bertikai dengan hukum Allah. Allah swt. menyatakan dalam QS al-
Nisā/4: 58 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 
                                                          
3
Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Wali, 2012), h.87. 
4
Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), h.229-230. 
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Untuk dapat disebut peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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1. Adanya suatu instansi/badan yang netral dan dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk 
memberikan putusan. 
2. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian 
hukum. 
3. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara 
umum. 
4. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak. 
5. Adanya hukum formil. 
a. Arti Istilah Tata Usaha Negara 
Istilah Tata Usaha Negara di sebagian lingkungan Perguruan Tinggi dikenal 
dengan nama “Administrasi Negara”. Alasannya karena istilah Tata Usaha Negara 
lebih sempit daripada istilah Administrasi Negara itu sendiri. 
Untuk memudahkan mendalaminya penulis mempergunakan istilah Tata 
Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah 
administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. UU No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, menurut pasal 144 dapat disebut UU Peradilan Administrasi 
Negara. 
Dalam arti luas, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang 
menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara, baik yang 
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bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara 
administrasi negara murni. 
Dalam arti sempit, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang 
menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni. Pengertian Tata Usaha 
Murni adalah suatu perkara yang tidak mengandung “pelanggaran hukum” (“pidana 
atau perdata”, melainkan suatu “persengketaan yang berpangkal atau berkisar pada 
atau yang mengenai interpretasi dari suatu pasal atau ketentuan undang-undang 
dalam arti luas hakim, jaksa dan pengacara serta masyarakat pada umumnya 
berpegang pada interpretasi yuridis, artinya: peng-artian yang tidak melawan hukum 
(interpretasi obyektivitas). 
Para pejabat administrasi negara berpegang teguh pada interpretasi 
administratif (interpretasi subyektivitas) yang artinya: suatu pengartian yang 
memungkinkan mereka menyelenggarakan atau merealisasi pasal-pasal atau 
ketentuan-ketentuan undang-undang (dalam arti luas), sehingga segala sesuatu yang 
dikehendaki oleh undang-undang itu terwujud. 
Banyak konflik timbul disebabkan oleh cara-cara yang dipakai para pejabat 
administrasi negara untuk menyelenggarakan kehendak-kehendak negara tersebut, 
yang kadang-kadang dianggap melawan hukum atau melanggar tata-kesopanan. 
Bilamana hal ini dapat dibuktikan, maka perkaranya dapat dijadikan “perkara 
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Victor Situmorang dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 1992), h.16-17. 
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b. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara 
Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan 
memelihara adminstrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat menurut 
undang-undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. 
Dengan kata lain, Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan untuk dapat 
menyelesaikan sengketa antara badan ata pejabat tata usaha negara dengan warga 
masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan 
nasional.
7
 Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan mampu menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan 
pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau 
pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. 
B. Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, pertama-tama Penggugat 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Tata Usaha Negara, maka langkah selanjutnya Ketua Pengadilan Tata 
Usaha Negara menunjuk kepada Hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara 
yang terdiri dari satu Ketua Majelis Hakim dan dua Anggota majelis Hakim, 
selanjutnya ditentukan pula Panitera. Kemudian ditentukan kapan dilakukan sidang, 
setelah ditentukan kapan tanggal dan hari sidang maka Panitera memanggil kepada 
Para Pihak (baik Penggugat maupun Tergugat). 
1.   Proses/tahapan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 
pokoknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
8
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a. Pemeriksaan Pendahuluan: 
1)   Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan perkara di PTUN; 
2)   Dismissal prosedur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 62 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
3)   Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). 
b. Pemeriksaan Persidangan: 
1)   Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
2)   Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
3)   Replik (Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
4)   Duplik (Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
5)   Pembuktian (Pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) yang dapat 
  dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut: Surat atau 
  tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, 
  Pengetahuan Hakim; 
6)   Kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986); 
7)   Putusan (Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. 
2.   Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki cara penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara dengan dua upaya penyelesaian, yaitu upaya administratif dan 
gugatan dan perdamaian. 
19 
 
a. Upaya Administratif 
Upaya administratif adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 48 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu suatu prosedur yang dapat 
ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 
Dalam keputusan hukum Tata Usaha Negara ditemukan beberapa istilah yang 
lazim digunakan untuk menyebut istilah upaya administratif, antara lain administratif 
beroep, guasi rechtspraak atau peradilan administrasi semu.
9
 
Dari penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
dapat diketahui bahwa bentuk dari upaya administratif dapat berupa: 
1)   Keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan 
hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, 
yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan sendiri 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan 
Tata Usaha Negara yang dimaksud. 
2)   Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang 
atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha 
Negara, yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dilakukan oleh 
atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara.
10
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Di samping melalui upaya administratif, penyelesaian sengketa Tata Usaha 
Negara dilakukan melalui gugatan. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
melalui upaya administratif relatif lebih sedikit, jika dibandingkan dengan 
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui gugatan, karena penyelesaian 
sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif hanya terbatas pada 
beberapa “sengketa Tata Usaha Negara tertentu” saja. 
Dengan adanya ketentuan tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
melalui upaya admnistratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapat diketahui bahwa sengketa Tata 
Usaha Negara yang diselesaikan melalui gugatan adalah sebagai berikut:
 11
 
1)   Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya tidak tersedia upaya 
administratif, artinya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan 
timbulnya sengketa Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan tentang upaya 
administratif yang harus dilalui. 
2)   Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya sudah melalui upaya 
administratif yang tersedia (keberatan dan atau banding adminstratif) dan 
sudah mendapat keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi terhadap 
keputusan tersebut, orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan 
dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara masih belum dapat 
menerimanya. 
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Gugatan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah gugatan 
tentang sah atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan 
akibat terjadinya sengketa Tata Usaha Negara tersebut.  
Mengingat gugatan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
menyangkut tentang sah atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, maka 
sebenarnya untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya 
perdamaian, yang terbukti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sendiri 
tidak ada ketentuan tentang perdamaian seperti yang terdapat dalam penyelesaian 
perkara perdata.
12
 Oleh karena itu, sudah tepat jika Mahkamah Agung memberikan 
petunjuk bahwa kemungkinan adanya perdamaian antara para pihak-pihak hanya 
terjadi di luar persidangan. 
Jika antara para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di luar pemeriksaan 
sidang Pengadilan sampai terjadi perdamaian, Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
tersebut memberikan petunjuk lebih lanjut sebagai berikut:
13
 
1) Penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka 
untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. 
2) Apabila pencabutan gugatan dimaksud dikabulkan, maka Hakim 
memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register 
perkara. 
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3) Perintah pencoretan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum. 
Yang menarik perhatian dari petunjuk Mahkamah Agung tersebut adalah 
pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, 
harus mendapat persetujuan dari pengadilan, maksudnya agar pengadilan dapat 
mengadakan penelitian apakah dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat ini 
terdapat unsur paksaan, mengelirukan ataupun tipuan yang dilakukan oleh Tergugat. 
Jika sampai ternyata dijumpai adanya unsur tersebut, maka dengan sendirinya 
pengadilan tidak akan mengabulkan pencabutan gugatan yang akan dilakukan oleh 
Penggugat. 
Petunjuk dari Mahkamah Agung RI tersebut dapat dimengerti, karena dalam 
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, kedudukan Tergugat lebih dominan jika 
dibandingkan dengan kedudukan Penggugat. 
Salah satu contoh dari penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui 
perdamaian adalah sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 01/PTUN-
JKT/1991 antara Paulus Djaja Sentosa melawan Walikota Jakarta Barat dengan Akta 
Perdamaian tanggal 25 Maret 1991.
14
 Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
skema proses penyelesaian sengketa di PTUN berikut ini:
 15
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C. Tugas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang 
yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai.
16
 
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman pengertian hakim pun disinggung dalam pasal 31, bahwa “Hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU.” 
Dalam historiografi Islam, peran hakim memang tidak sepopuler fuqahā, baik 
dalam penemuan hukum (ʼistinbāṭ al-ḥukūm) maupun penerapan hukum (taṭbīq al-
ḥukūm). Kalaupun hakim memiliki otoritas yang cukup kuat dalam melahirkan 
keputusan hukum di pengadilan (qaḍā’) karena bersentuhan langsung dengan kasus-
kasus (cases) putusan itu sangat dipengaruhi oleh otoritas politik dan otoritas mazhab 
yang dianut. Secara etimologi hakim mempunyai dua pengertian:
17
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 Pasal 68 





Skema Proses Penyelsaian Sengketa di PTUN 
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1.   Pembuat hukum, yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, 
yang menjadi sumber hukum, yang menerbitkan hukum 
2.   Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkap hukum 
Dalam pengertian lain, secara terminologi hakim merujuk pada seseorang 
yang ditunjuk oleh pemerintah (walī al-ʼamr) untuk menyelesaikan kasus-kasus 
hukum yang terjadi di antara manusia. 
Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap 
bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam 
persoalan bagi rakyat. Maka dari itu diharapkan pertimbangan sebagai orang yang 
tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai 
orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. 
Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan “identik” dengan 
pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan 
keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan 
terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang 
mencerminkan keadilan.
18
 Berkenaan dengan hal itu, muncullah idealisasi serta 
preskripsi-preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam 
pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk di 
antaranya tentang kemampuan berijtihad. Di Indonesia, idealisasi hakim itu 
tercermin dalam simbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (berwibawa), 
sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur).
19
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Demikian pula dalam hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud, diceritakan 
bahwa beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi seorang hakim, 
lalu Ali bertanya, “Ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar ingin mengutusku, 
sedangkan aku masih muda?” dalam riwayat Hakim disebutkan, “Apakah engkau 
benar-benar hendak mengutusku kepada kaum yang sudah berumur, sementara aku 
masih muda dan belum mengerti tentang hukum?” beliau menjawab, “Allah akan 
memberi petunjuk dalam hatimu dan mengukuhkan ucapanmu.” Ali berkata, 
“Setelah itu, aku menjabat sebagai hakim.”20 
Jawaban Rasulullah saw. terhadap pertanyaan Ali bin Abi Thalib merupakan 
jawaban normatif yang tidak dapat dibantah karena Rasul menegaskan bahwa Allah 
akan memberi petunjuk kepada Ali dan menguatkan hatinya. Hal itu dapat dipahami 
bahwa hakim yang duduk di lembaga peradilan dalam memutuskan hukum harus 
berpegang pada petunjuk Allah yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasulullah saw. Apabila hakim memiliki keyakinan seperti ini, Allah akan 
menguatkan keyakinannya. 
 Gambaran mengenai sakralnya jabatan seseorang sebagai hakim dalam hal 
menetapkan hukum telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw.:
 21
 
 ًِف ٌدِحاَو ٌَتثََلَث ُةاَُضقْنا :َلَاق َمَّهَسَو ِهٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ًِّ ِبَّىنا ْهَع ِهٍَِبأ ْهَع َةَدٌْ َُسب ِهْبا ْهَع
ا َفَسَع ٌمُجََسف ِتَّىَجْنا ًِف يِرَّنا ا ََّمَأف ِزاَّىنا ًِف ِنَاىْثاَو ِتَّىَجْنا َفَسَع ٌمُجَزَو ِهِب ىََضَقف َّقَحْن
زاَّىنا ًِف َُىَهف ٍمْهَج َىهَع ِساَّىهِن ىََضق ٌمُجَزَو ِزاَّىنا ًِف َُىَهف ِمْكُحْنا ًِف َزاََجف َّقَحْنا 
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Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw.. beliau bersabda, “Hakim itu 
ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di 
Surga adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, 
seorang yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka 
ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di 
atas kebodohan maka ia berada di Neraka. (HR Abu Dawud).
22
 
Untuk menegakkan hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan atas segala 
aspek dalam tatanan kehidupan sosial, maka dalam negara hukum (rechtstaat) 
menjadi salah satu elemen atau unsurnya yakni independensi dan kemerdekaan 
badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman. 
Independensi itu artinya adanya kemandirian dari badan-badan peradilan negara 
terlepas dari badan kenegaraan lainnya, kemerdekaan diwujudkan oleh hakim yang 
dalam menjalankan fungsi yudisialnya terlepas dan bebas dari pengaruh-pengaruh 
dan campur tangan badan kekuasaan lainnya.
23
 
Peranan hakim yang besar telah melahirkan konsekuensi bahwa hakim harus 
mampu mengakomodir persolan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya untuk 
diberikan penyelesaian, dituntut memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan hukum 
yang luas agar mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 
baik itu hukum dalam arti aturan perundangan maupun di luar dari pada itu, supaya 
putusan yang dijatuhkan dalam rangka penyelesaian perkara konkret yang diajukan 
kepadanya terselesaikan dengan tidak mengabaikan pencerminan idealisme hukum 
dan keadilan. 
Hakim dalam menjalankan tugas kehakiman dengan fungsi yudisialnya, 
dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau sengketa yang 
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diajukan kepadanya sadar atau tidak, telah melakukan penemuan hukum dari suatu 
sumber hukum baik itu dari sumber hukum yang tertulis maupun yang tidak, 
sehingga bilamana putusan yang dicetuskannya dari hasil penemuan hukum itu 
mengandung asas-asas hukum dan memperoleh kekuatan berlaku umum, maka 
lahirlah hukum sebagai hukum bentukan hakim (judge made law) yang dalam istilah 
lain biasa pula disebut rechtsvorming.
24
 
Memang banyak masalah-masalah perdata yang timbul, tapi ternyata belum 
ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk 
mengatasi hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan 
yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim perlu diberi 
kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, 
hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam 
masyarakat atau yang lebih dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian, 
tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. 
Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang 
telah ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum 
perdata (burgerlijke rechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam 
suatu perkara.
25
 Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, 
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Tugas pokok hakim seperti yang dimaksudkan tersebut merupakan 
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relevansi daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 
tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas 
hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga 
menyelesaikan sampai pada pelaksanannya. Dalam perkara perdata, hakim harus 
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
D. Landasan Teori tentang Sertifikat 
1. Pengertian 
Dasar dan obyek sengketa tata usaha negara adalah penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat 
maupun di daerah, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, 




Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 
24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing 
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
27
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Istilah sertifikat tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) atau istilah lain sebagai nama surat tanda bukti hak atas tanah 
yang didaftarkan. Baru pada pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar 
dinamakan sebagai sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah 
disatukan dalam wujud suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Agraria. 
2. Kekuatan Hukum 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak 
yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
28
 
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran 
tanah diakhiri dengan diberikannya surat tanda bukti hak oleh Pemerintah yang 
berwenang sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat dalam 
kegiatan perdaftaran tanah pertama kali bertujuan agar pemegang hak dapat 
dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifkat sebagai alat 
pembuktian yang kuat, yaitu data fisik data yuridis yang dimuat dalam sertifikat 
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dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain 
yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat.
29
 
3. Alur Pengurusan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Tanah 
Penerbitan sertifikat tanah tidak dapat dilakukan secara instan, penerbitan 
sertifikat hak atas tanah kepada calon pemegang hak atas tanah haruslah terlebih 
dahulu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintahan yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional 
atau BPN. Adapun persyaratan, waktu, keterangan dan alur pengurusan dalam 





1)   Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau 
kuasanya di atas materai cukup; 
2)   Surat Kuasa apabila dikuasakan; 
3)   Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 
4)   Asli bukti perolehan tanah/Alas Hak; 
5)   Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah 
Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 
6)   Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya 
oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran hak); 
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7)   Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 
b. Waktu 
1)   38 Hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha; Tanah non 
pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m
2
. 
2)   57 Hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha; Tanah non 





3)   97 Hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000m2. 
c. Keterangan 
Formulir permohonan memuat: 
1)   Identitas diri; 
2)   Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 
3)   Pernyataan tanah tidak sengketa; 
4)   Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 
Catatan: 
1)   Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai 
SK; 
2)   Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman 
berkas/dokumen dari Kantor Pertanahan ke Kantor Wilayah dan BPN RI 
maupun sebaliknya. 
d. Alur Penerbitan Sertifikat Tanah 
Pertama-tama Pemohon memasukkan permohonan atas tanahnya di Kantor 
Pertanahan, pada loket pelayanan. Kemudian di loket pelayanan akan menerima 
permohonan tersebut dan memeriksa kelengkapan dokumen. Kemudian pemohon 
menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah di loket 
pembayaran, setelah itu dilakukanlah proses pelayanan oleh BPN, yaitu melakukan 
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pengukuran dan pemeriksaan tanah dan pada saat itu pemohon diwajibkan untuk 
hadir. Setelah melakukan proses tersebut di Kantor Pertanahan diterbitkanlah Surat 
Keputusan oleh Kantor Pertanahan yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan 
dari Kantor Wilayah dan BPN RI dengan penerbitan Surat Keputusannya masing-
masing dan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran UP dan Pendaftaran SK Hak 
serta pembayaran BPHTP, lalu dilakukan pembukuan Hak dan penerbitan sertifikat, 
dan terakhir penyerahan sertifikat. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
skema alur pengurusan dalam rangka penerbitan sertifikat tanah berikut ini: 
 
Ilustrasi II 





Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukium tertentu, 
dengan jalan menganalisisnya.
1
 Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara 
teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.
2
 Dalam melakukan 
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa 
metode sebagai berikut : 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini dalam ilmu sosial adalah Penelitian Kualitatif, menurut 
Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, 
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi 
pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang
3
 untuk 
membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan 
sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
4
 Namun dalam penelitian hukum, penelitian 
ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum 
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yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian 
terhadap efektivitas hukum, yang bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga 
masyarakat.
5
 Penelitian hukum empiris awalnya yang diteliti adalah data sekunder 




Lokasi Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
Jalan Raya Pendidikan No. 1 Makassar, 90222. Lokasi ini dipilih karena memiliki 
semua aspek pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Selain karena 
lokasi ini berada di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan berada didomisili peneliti, 
juga karena di pengadilan ini sering terjadi sengketa akibat dikeluarkannya 
Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN), salah satu yang sering terjadi di PTUN 
Makassar adalah persengketaan mengenai sertifikat tanah, termasuk sengketa 
sertfikat ganda. 
Sebelumnya peneliti juga telah melakukan penelitian awal di lokasi ini dan 
melihat banyaknya masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah untuk 
menyelesaikan sengketa mereka, baik dari masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 
maupun Sulawesi Barat, disebabkan karena belum adanya Pengadilan Tata Usaha 
Negara di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga segala penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara dipusatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Ini 
menunjukkan banyaknya frekuensi jumlah kasus atau sengketa sertifikat tanah yang 
terjadi di lokasi ini. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan yuridis 
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.
7
 Dengan pendekatan yuridis 
normatif penulis memperdalam penelitian ini dengan pendekatan secara Historis 
(Historical Approach) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam kerangka untuk 
memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan 
dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta 
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum 
tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan 
perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. 
C. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekuder, adapun sumber data yang digunakan akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, adapun 
yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Adapun sumber data primer ini jumlahnya 12 orang informan. Dari 12 orang tersebut 
terdiri dari: 
1. Ketua pengadilan    : 1 orang 
2. Panitera Muda Perkara   : 1 orang 
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3. Hakim      : 5 orang 
4. Panitera     : 5 orang 
Tabel I 
Tentang Informan 
NO NAMA JABATAN SAMPEL KET 
1 H. Mustamar, SH., MH Ketua 
Pengadilan 
1 orang  
2 Hj. Sitti Rahmatiah, SH., MH Panitera Muda 
Perkara 
1 orang  
3 
a. Dikdik Somantri, SH. S.IP., MH 
b. Elwis Pardamean Sitio, SH 
c. Muhammad Iqbal M, SH 
d. Panca Yunior Utomo, SH 
e. Sugiyanto, SH., MH 
Hakim 5 orang  
4 
a. Burhan, SH 
b. Hamka Mawi, SH 
c. Drs. H. M. Haripai, SH 
d. Jasman, SH 
e. Makkulawang, SH 
Panitera 5 orang  




Berdasarkan rincian sumber data tersebut, peniliti memilih sampel 
menggunakan teknik sampel purposive. Teknik sampling ini peneliti pilih 
berdasarkan pemahaman dan ilmu yang dimiliki informan, sehingga data yang 
didapatkan lebih akurat dan valid. 
Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian, 
adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau 
sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya 
adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan 





Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan 
harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
9
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Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
10
 
4. Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-
literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.”11 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen utama 
2. Pedoman Wawancara 
3. Handphone untuk dokumentasi dan recording 
4. Alat tulis 
5. Buku Catatan 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
analisis dengan tahapan, antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi data 
dan Penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1.   Reduksi Data, yaitu memilih dengan menghilangkan data yang tidak sesuai 
dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 
2.   Klarifikasi Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
3.   Penyajian Data, yaitu mengumpulkan data yang telah diklarifikasi kemudian 
tampilkan dalam hasil penelitian yang ilmiah.  
4.   Penarikan Kesimpulan, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis 
sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 
permasalahan yang diajukan. 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif maksudnya 
adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau 
keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih 




G. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian 
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang 
salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil 
penelitian yang benar.
12
 Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan 
teman sejawat. 
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PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA 
(Studi Kasus PTUN Makassar) 
A. Setting Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak lepas dari 
adanya PERATUN di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diundangkan tanggal 29 
Desember 1986 dan peradilannya mulai beroperasi lima tahun kemudian. 
Sebagaimana disebutkan dalam bab VII pasal 145 beserta penjelasannya. Kemudian 
diadakan perubahan dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang 
No. 51 Tahun 2009. 
Berdasarkan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu dari lingkungan 
pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, selain itu ada 
Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Pengadilan Tata 
Usaha Negara ini adalah pengadilan yang paling bungsu khusus mengenai 
menyelesaikan sengketa dibidang tata usaha negara atau administrasi negara. Oleh 
karena itu, yang menjadi pihak tergugat disini adalah pihak pejabat negara atau 
pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas eksekutif. 
Menurut Mustamar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
Gambaran umum dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tingkat pertama 
Pengadilan Tata Usaha Negara hampir berada disetiap ibu kota Provinsi kecuali 
Provinsi baru. Walaupun dalam undang-undang telah diatur bahwa Pengadilan Tata 
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Usaha Negara dihadirkan disetiap kota, namun kenyataannya tidak seperti itu 
dikarenakan jumlah perkaranya. Seperti halnya di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar ini mencakup wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat karena hingga saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di kota Mamuju untuk 
wilayah hukum Provinsi Sulawesi Barat belum ada, sehingga masyarakat Sulawesi 
Barat masih menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
1
 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990. Pengadilan 
TUN Makassar merupakan salah satu dari 5 pengadilan tingkat pertama yang 
pertama kali dirintis dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadila 
TUN Jakarta, Pengadilan TUN Medan, Pengadilan TUN Palembang dan Pengadilan 
TUN Surabaya. Pengadilan TUN Makassar (dahulu Ujung Pandang) secara resmi 
beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Pada awalnya Pengadilan TUN Makassar beroperasi atau berkantor pada 
gedung yang sama dengan Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang beralamat di Jl. 
Andi Pettarani No. 45 Makassar. Dan baru  pada tanggal 26 Desember 1992 
diresmikan gedung baru Pengadilan TUN Makassar oleh Menteri Kehakiman RI 
Bapak Ismail Saleh, SH., yang terletak di Jl. Raya Pendidikan No. 1 Makassar. Pada 
awalnya wilayah hukum Pengadilan TUN Makassar meliputi 10 Provinsi, yaitu: 
1. Provinsi Bali 
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
4. Provinsi Timor Timur 
5. Provinsi Sulawesi Selatan 
6. Provinsi Sulawesi Tengah 
7. Provinsi Sulawesi Tenggara 
8. Provinsi Sulawesi Utara 
9. Provinsi Maluku 
10. Provinsi Irian Jaya 
Namun dari tahun ke tahun wilayah hukum Pengadilan TUN Makassar 
menjadi berkurang dan sekarang hanya khusus Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Provinsi Sulawesi Barat, hal ini terjadi karena pada setiap Provinsi telah dibentuk 
Pengadilan Tata Usaha Negara.
2
 Jadi wilayah hukum PTUN Makassar meliputi 
wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 Kota 
dan 21 Kabupaten (Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten 
Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten 
Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Selayar, Kabupaten 
Sinjai, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Soppeng, Kabupaten 
Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo). 
Sementara itu Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten (Kabupaten Majene, 
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Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), 
Kabupaten Polewali Mandar (Polman)) yang untuk sementara belum memiliki 
daerah kota. 
Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah 
sebagai berikut: 
a. Visi 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 
b. Misi: 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
B. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jumlah data perkara sepanjang tahun 2015 yang diselesaikan di Pengadilan 
Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa kasus pertanahan menempati posisi pertama 
jumlah kasus terbanyak bahkan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan 
kasus lain seperti kasus Kepegawaian, Pajak, Perijinan, Lelang, Tender, Pemilu 
Kada, Partai Politik dan lain-lain. Hal ini dibenarkan oleh Beberapa Panitera 
Pengganti yang diwawancarai pada saat itu, Hamka Mawi, Jasman, Burhan, dan 
Makkulawang.
3
 Menurut Muhammad Haripai, Panitera Pengganti Pengadilan Tata 
Usaha Negara, pada kasus pertanahan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 22 Desember 2016. 
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Makassar sekitar 75% adalah kasus mengenai sertifikat ganda dan 25% kasus 
pertanahan lainnya, seperti gugatan sertifikat biasa, peralihan hak milik atas tanah 
dan lain sebagainya.
4
 Ini menunjukkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar sangat berkontribusi yang sangat besar dalam hal penyelesaian sengketa 
sertifikat ganda pada wilayah hukumnya. 
Menurut Sitti Rahmatiah, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar, Penyelesain sengketa sertifikat ganda pada umumnya alur masuk 
berkas perkara atau proses secara administrasi sama halnya dengan penyelesaian 
sengketa lainnya yang ditangani oleh Pengadilan TUN Makassar, yaitu melalui 
proses yang telah diatur dibuku panduan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai 
alur penyelesaian sengketa dan undang-undang yang berlaku sesuai dengan 
PERATUN. Namun perbedaannya akan terlihat pada saat Pemeriksaan Setempat 




Proses Penyelesaian Sengketa di PTUN Makassar 
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Makassar, 20 Desember 2016. 
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Dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dapat dijelaskan secara singkat, seperti berikut ini: 
1. Setelah gugatan masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar gugatan 
diserahkan kepada Kepaniteraan, kemudian panitera melakukan penelitian 
administrasi. 
2. Apabila segala bentuk administrasi dalam gugatan telah terpenuhi kemudian 
dilakukan proses Dismissal Prosedur atau rapat permusyawaratan yang 
dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang berhak memutuskan 
menolak/mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata 
Usaha Negara (Skorsing) atau menolak/mengabulkan pemeriksaan cuma-
cuma atau menolak/mengabulkan pemeriksaan secara cepat atau 
menetapkan perkara diperiksa dengan acara biasa. 
3. Setelah dismissal prosedur telah dilakukan Majelis Hakim selanjutnya 
melakukan Pemeriksaan Persiapan, tujuannya sebagai perwujudan asas 
hakim aktif, melengkapi gugatan yang kurang jelas dan mematangkan 
perkara, biasanya sidang pemeriksaan persiapan ini bersifat tertutup untuk 
umum. 
4. Tahap terakhir, majelis hakim menetapkan bahwa sidang bisa dilanjutkan 
dan terbuka untuk umum. 
Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
tidak berbeda dengan proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERATUN, 
dijelaskan oleh informan Sitti Rahmatiah sebagai Panitera Muda Perkara yang 
memiliki pengetahuan dan bersentuhan langsung dalam proses penyelesaian sengketa 
di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun yang membedakan proses 
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penyelesaian sengketa Sertifikat Ganda dengan sengketa yang lain adalah ketika law 
in action yang ditemukan di lokasi perkara tersebut pada saat Peninjauan Setempat. 
Menurut Panca Yunior Utomo, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar, Peninjauan Setempat (PS) adalah tindakan yang harus dilakukan untuk 
memastikan kebenaran hak milik atas tanah dalam sertfikat yang ada berdasarkan 
pasal 96 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan alat bukti 
berdasarkan pasal 100 sebagai modal pengetahuan hakim berdasarkan alat bukti 
untuk memutus perkara tersebut.
6
 
Berdasarkan putusan Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mks. mengenai sengketa 
pertanahan berupa sertifikat ganda yang mana objek sengketa berada di  Jalan Tala 
Salapang/ Bumi XXII, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
yang penulis ambil sebagai gambaran mengenai proses penyelesaian sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana pada perkara putusan tersebut 
digambarkan bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara memroses perkara sesuai 
dengan Hukum Acara Pengaadilan Tata Usaha Negara dimulai dari pemeriksaan 
secara administratif berupa pengecekan daluwarsa gugatan, kemudian 
penindaklanjutan perkara, peninjauan setempat, pemeriksaan alat bukti, proses 
persidangan hingga pada penjatuhan putusan yang mana hakim memutuskan untuk 
mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, membatalkan salah satu sertifikat 
dalam hal ini sertifikat tanah dari pihak tergugat II Intervensi yang tumpang tindih 
seluruhnya. 
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sejatinya dapat diselesaikan secara 
damai dan kondusif, yaitu dengan mengambil langkah penyelesaikan sengketa 
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dengan jalur musyawarah dan usaha-usaha lain atau penyelesaian secara sepihak 
yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan prosedur dan 
aturan yang berlaku, dimana pihak penggugat mengadakan peninjauan kembali atas 
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan, kemudian bila tidak mencapai 
kesepakatan antar pihak yang bersengketa, barulah diajukan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara sebagai upaya terakhir mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena 
itu, salah satu bentuk usaha Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan perkara 
dan menjadi alat yang efesien, efektif dan bersih serta berwibawa dalam menegakkan 
hukum yaitu melalui Dismissal Prosedur dengan memanggil pihak penggugat untuk 
menolak gugatan yang telah nyata akan kalah sedini mungkin, demi kebaikan pihak 
penggugat agar tidak sampai mengeluarkan biaya yang banyak dan untuk 
mengefesienkan waktu. 
C. Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda 
Ada 52 Kasus pertanahan yang menjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha 
Negara dan 37 kasus putus pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Putusan Hakim 
dalam Pengadilan manapun bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali ada 
pihak yang merasa tidak puas dan meminta untuk melakukan tindak lanjut seperti 
mengajukan banding dan seterusnya dengan bukti yang lebih kuat. Putusan hakim 
dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda dilakukan dengan membatalkan salah 
satu sertifikat demi memberikan kepastian hukum sesuai pasal 19 UUPA dan 
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menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat maupun individu dalam hal ini 
adalah Badan Pertanahan Nasional. 
Menurut Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat adalah 
bukti hak kepemilikan yang diakui secara yuridis namun tidak mutlak, selama tidak 
ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak menggugatnya. Hal tersebut untuk 
memberikan kepastian hukum. Jadi, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) seperti 




Dari putusan tersebut pihak yang menang dalam perkara dapat menggugat 
kembali lawannya untuk menggugat secara perdata maupun pidana karena Putusan 
hakim di PTUN Makassar merupakan salah satu alat bukti untuk menggugat kembali 
di Pengadilan Negeri, Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah juga tidak serta-
merta milik pihak yang menang dalam perkara tersebut, jangan sampai dikemudian 
hari ada pihak yang menggugat kembali dengan bukti yang lebih kuat. 
Menurut Dikdik Somantri, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan 
Tata Usaha Negara haruslah memberikan kepastian hukum, dengan dua sertifikat 
tanah dalam satu bidang tanah dengan dua nama pemilik  yang berbeda tidak 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan landasan 
dalam memutuskan perkara untuk para hakim khususnya dalam perkara sertifikat 
ganda ini, terdapat 3 asas yaitu: 
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1. Asas praduga rechmatige (vormoeden van rechmatigheid/ presumptio justea 
causa), yaitu setiap Keputusan Tata Usaha Negara (sertfikat tanah) dianggap 
sah, sampai ada pembatalan atau pencabutan oleh pihak Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). Artinya bilamana terdapat 2 sertifikat yang sah tidak secara 
otomatis membatalkan salah satu sertfikat karena keduanya dilindungi oleh 
asas ini. 
2. Asas pertanggung jawaban hukum dan kewenangan, yaitu pihak yang 
berwenang dalam hal ini pihak BPN dimintai pertanggung jawaban untuk 
memberikan kepastian hukum. 
3. Asas kepastian hukum, diharapkan dengan putusan hakim untuk 
membatalkan salah satu sertifikat memberikan keadilan bagi para pihak 
dengan memberikan kejelasan akan kepastian hukum.
8
 
Demi memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara 
Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam wilayah hukumnya 
melarang pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk melakukan mutasi atas tanah 
yang bersangkutan, sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
(In Kracht Van Gewijsde), hal tersebut untuk menghindari terjadinya masalah baru 
dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara 
maupun pihak ketiga (pihak intervensi). 
D. Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda 
Konflik pertanahan yang terjadi selama ini telah merambah luas, baik konflik 
secara horizontal maupun konflik secara vertikal. Konflik vertikal yang paling 
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dominan yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara 
dan perusahaan milik swasta. Misalnya salah satu kasus yang paling menonjol adalah 
kasus pengakuan atas sebuah bidang tanah atau reclaiming. Sedangkan konflik 
horizontal yang paling sering terjadi adalah permasalahan sertifikat ganda atau 
kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. 
Menurut Mustamar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
penyebab sehingga terjadinya sertifikat ganda bisa dikarenakan beberapa faktor, 
salah satunya bisa saja ada orang yang nakal menggadaikan sertifikat tanahnya ke 
bank kemudian tidak sanggup membayarnya kembali, dengan bukti kehilangan yang 
ia miliki maka diuruslah kembali sertifikatnya, sehingga terdapat dua sertifikat 
dengan satu nama pemilik yang sama ataukah sebaliknya terdapat dua, tiga bahkan 
pernah sampai sembilan sertfikat dengan nama yang berbeda untuk sebidang tanah, 
karena terkadang ada yang syarat-syarat penerbitan sertifikatnya lengkap tapi  pihak 
pertanahan tidak meninjau kembali kepemilikan atas tanah tersebut terlebih dahulu, 
sehingga terbitlah sertifikat tanah yang sama dengan pemilik yang berbeda. Sehingga 




Menurut Sugiyanto, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
penyebab terjadinya sertifikat ganda dikarenakan adanya kecacatan yuridis baik 
secara prosedur maupun subtansi pada penerbitan sertfikat tersebut. Meninjau 
pendaftaran tanah model stelsel negatif yaitu, pendaftaran tanah adalah bagian teknis 
dari asas publistitas, sehingga sertifikat yang dikeluarkan olehnya adalah pernyataan 
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administratif dari negara yang mengakui akan hak atas tanah seseorang, namun 
keabsahannya tetap dilihat dari proses peralihannya.
10
 Pernyataan tersebut 
memberikan sedikit gambaran pembenaran yang dilansir menurut Elwis Pardamean 
Sitio, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, bahwa penyebab terjadinya 
sertifikat ganda kemungkinan karena Badan Pertanahan Nasional tidak memelihara 
peta pertanahannya dengan baik.
11
 
Menurut Muhammad Iqbal, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
sertifikat ganda terjadi karena persoalan prosedur penerbitannya, data-data di BPN 
termasuk sertifikat-sertifikat tanah yang lama belum terdaftar dengan baik atau bisa 
saja karena masih adanya mafia tanah, tidak bisa kita pungkiri hal tersebut. Bahkan 
hal ini diakui sendiri oleh Kanwil Pertanahan dan Menteri Pertanahan.
12
 
Perkara pada putusan Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mks menjadi salah satu 
contoh bentuk kelalaian Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat 
tanah sebagai bukti fisik yang diakui secara yuridis mengenai hak atas kepemilikan 
tanah, dimana Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan sertifikat Hak Milik 
Nomor: 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012 
diatas sertifikat Hak Milik Nomor: 20001/Karunrung atas nama Nyonya Hajjah 
Nursiah Marauni, Surat Ukur Nomor : 5305/1996 tanggal 05 Juli 1996 yang terletak 
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Jalan Tala Salapang/Bumi XXII, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar, tanpa memeriksa secara cermat terlebih dahulu bukti fisik dan bukti 
yuridis mengenai tanah tersebut. 
Sengketa sertifikat pertanahan menjadi lebih kopleks karena penyebab 
terjadinya sertifikat ganda sebagian besar dikarenakan kelalaian pihak Badan 
Pertanahan Nasional sendiri yang tidak lain adalah pihak yang berwenang 
mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat tanah yang diakui secara yuridis. Oleh 
karenanya, peran Pengadilan Tata Usaha Negara sangat penting dalam memberikan 
kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah bila terjadi kelalaian yang disebabkan 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara 
dilakukan sama halnya dengan penyelesaian sengketa lainnya yang 
ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu melalui 
proses yang telah diatur dalam PERATUN. Dalam proses penyelesaian 
sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat dijelaskan secara 
singkat, seperti berikut ini: a) Setelah gugatan masuk di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar gugatan diserahkan kepada Kepaniteraan, 
kemudian panitera melakukan penelitian administrasi; b) Apabila segala 
bentuk administrasi dalam gugatan telah terpenuhi kemudian dilakukan 
proses Dismissal Prosedur atau rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh 
Ketua Pengadilan yang berhak memutuskan menolak/mengabulkan 
permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara 
(Skorsing) atau menolak/mengabulkan pemeriksaan cuma-cuma atau 
menolak/mengabulkan pemeriksaan secara cepat atau menetapkan perkara 
diperiksa dengan acara biasa; c) Setelah dismissal prosedur telah dilakukan 
Majelis Hakim selanjutnya melakukan Pemeriksaan Persiapan, tujuannya 
sebagai perwujudan asas hakim aktif, melengkapi gugatan yang kurang jelas 
dan mematangkan perkara, biasanya sidang pemeriksaan persiapan ini 
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bersifat tertutup untuk umum; d) Tahap terakhir, majelis hakim menetapkan 
bahwa sidang bisa dilanjutkan dan terbuka untuk umum. 
2. Kekuatan Putusan Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat 
final dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali ada pihak yang merasa tidak 
puas dan meminta untuk melakukan tindak lanjut seperti mengajukan 
banding dengan bukti yang lebih kuat. Putusan hakim dalam menyelesaikan 
sengketa sertifikat ganda dilakukan dengan membatalkan salah satu 
sertifikat demi memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan 
kepentingan masyarakat maupun individu dalam hal ini adalah Badan 
Pertanahan Nasional. 
3. Penyebab terjadinya sertifikat ganda dikarenakan hal yang lebih kopleks 
karena sertifikat ganda terjadi sebagian besar dikarenakan kelalaian pihak 
Badan Pertanahan Nasional sendiri yang tidak lain adalah pihak yang 
berwenang mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat tanah yang diakui 
secara yuridis. Namun kesalahan tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada 
pihak BPN, karena sebagai pihak yang ingin menerbitkan sertifikat harus 
lebih teliti sebelum memohon penerbitan sertifikat atas tanahnya terlebih 
dahulu. 
B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara 
merupakan upaya terakhir yang seharusnya ditempuh oleh para pihak 
bilamana penyelesaian secara musyawarah atau mediasi dan usaha-usaha 
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lain telah dilakukan, maupun jika penyelesaian secara sepihak yang 
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak berhasil.  Sehingga 
tidak terjadi kerenggangan hubungan antarpara pihak dan dapat selesai 
dengan upaya yang damai. 
2. Asas publikasi penerbitan sertifikat tanah yang diterapkan dalam 
pendaftaran tanah oleh Pihak Humas dalam perkara ini, tidak hanya terbatas 
mengumumkannya di Kantor Desa/Kelurahan, namun juga dilakukan 
ditingkat RT/RW bila perlu melalui media massa, sehingga dapat 
menjangkau masyarakat yang lebih luas, lebih transparan dan tidak 
merugikan kepentingan pihak lain yang terkait akibat diadakannya 
pendaftaran tanah tersebut. Sehingga apabila terjadi keberatan dapat 
diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkan sertifikat-sertifikat 
yang memicu sertifikat ganda/ overlapping. 
3. Jika ingin menerbitkan sertifikat tanah hendaknya memeriksa terlebih 
dahulu kronologis kepemilikan tanah tersebut di Badan Pertanahan 
Nasional, para pihak harus lebih cermat dan lebih teliti sebelum 
menerbitkan sertifikat dengan menyesuaikannya dengan buku tanah dan 
surat ukur yang ada atau dengan menanyakan warga sekitar tanah yang 
bersangkutan, serta memeriksa bukti fisik yuridis terhadap status tanah, 
sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari dan jadilah calon pemilik 
hak atas tanah yang cerdas dengan tidak memalsukan apalagi melakukan 
penyogokan demi mendapatkan sebidang tanah. Begitu pula Badan 
Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat 
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A. Ketua Pengadilan 
1. Bagaimana deskripsi atau gambaran umum tentang Pengadilan Tata Usaha 
Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? 
2. Bagaimana peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan 
sengketa khususnya sengketa sertifikat ganda? 
3. Bagaimana pandangan anda mengenai penyebab terjadinya sertifikat ganda? 
B. Hakim 
1. Apakah di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ada kasus 
sertifikat ganda? 
2. Mengapa kasus sertifikat ganda bisa terjadi? 
3. Bagaimana cara Pengadilan Tata Usaha Negara meninjau tanah yang 
bersengketa dalam sertifikat ganda? 
4. Bagaimana penyelesaian dari kasus sertifikat ganda di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar? 
5. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas 
tanah yang menjadi sengketa sertifikat ganda? 
C. Panitera 
1. Bagaimana peran anda sebagai panitera terkait penyelesaian sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? 
2. Bagaimana pandangan anda mengenai sengketa sertifikat ganda dan 
mengapa hal tersebut bisa terjadi? 
3. Bagaimanakah statistik jumlah sengketa sertifikat ganda yang ada di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dari beberapa tahun belakangan ini 
selama anda bekerja disini? 
D. Panitera Muda Perkara 
1. Bagaimana peran anda sebagai panitera muda perkara terkait penyelesaian 
sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? 
2. Bagaimana alur/proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar? 
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Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 1 dari 63 hal.  
 
P  U  T  U  S  A  N 
 
Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
 
 
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ 
 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan  Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan 
acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-  
Zulkiflie Marauni, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri 
Sipil, beralamat  di Jalan Muhajirin I No.22, Kota Makassar ;---------- 
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing 
bernama : ---------------------------------------------------------------------------
Bahtiar, SH.MH., dan Nurhajar, SH.MH.,---------------------------------- 
Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan 
Hukum, beralamat Kantor di Jalan Bumi 22 No.54A. BPH, 
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 2015;-------------- 
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----------------------------------  
MELAWAN: 
1.  Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tempat kedudukan di Jalan     
A. P. Pettarani No.8 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh 
Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :------------------------------ 
1. Muhallis Menca, S.SiT.MH., Jabatan  Kepala Seksi  Sengketa, 
Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota 
Makassar ;---------------------------------------------------------------------- 
2. Nany Jumawaty, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara 
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-------------------- 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 2 dari 63 hal.  
3. Yuyun Novisal, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan 
Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar ;--------------------------  
Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota 
Makassar, Jalan A.P. Pettarani No.8 Kota Makassar, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 96/SK-73.71/IV/ 
2015, tanggal 28 April 2015,  ;--------------------------------------------- 
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; ----------------------- 
2. Nyonya Royaniah, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, 
Beralamat di Jalan Manggala Raya No.106 Blok V, RT/RW: 
001/005, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan ;----------------------------------------------
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;------- 
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;---------------------------------------------------- 
Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2015, yang didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register 
Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 13 April 2015, yang diperbaiki pada 
tanggal 03 Juni 2015 ;-------------------------------------------------------------------------- 
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 April 
2015, Nomor : 29/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang pemeriksaan sengketa 
dengan acara biasa ;---------------------------------------------------------------------------  
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 April 
2015, Nomor : 29/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim 
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;---------------  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 
April 2015, Nomor : 29/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera 
Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;------------------------------  
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 3 dari 63 hal.  
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar, tanggal 16 April 2015 Nomor  : 29/PEN.PP/2015/ 
PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; ------  
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar, tanggal 03 Juni 2015, Nomor : 29/PEN.HS/2015/PTUN. 
Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;--------------------------------------  
Telah membaca berkas perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mks;---------------  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkut paut 
dengan sengketa ini ;---------------------------------------------------------------------- 
Telah mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa;--------- 
Telah memeriksa saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----------------  
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 
April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dibawah Register Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 13 April 
2015, yang diperbaiki pada tanggal 03 Juni 2015, yang isinya menerangkan 
sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 
2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2 ( Empat 
ratus lima puluh satu meter persegi ) atas nama Nyonya Royaniah, SE;-------------   
Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah 
sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bahwa semula Almarhumah orang tua Penggugat atas nama Nyonya Hajjah 
Nursiah Marauni meninggalkan ahli warìs diantaranya Zulkiflie Marauni, SH, 
Wahyunì Rahmawaty, Zulfikar Djauhari, Sultan Walad dan Abdallah dan harta 
warisan sebidang tanah perumahan dan pada masa hidupnya menguasai 
secara fisik sejak tahun 1990 sampai tahun 2007 berhubung karena orang 
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tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2011, sehingga objek 
tanah tersebut beralih penguasaannya kepada Penggugat atas nama Zulkiflie 
Marauni, SH yang diberi kuasa oleh saudara kandungnya untuk menguasai 
dan melindungi objek tanah tersebut yang terletak di Jalan Tala Salapang/ 
Bumi XXII, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
dengan batas-batas :--------------------------------------------------------------------------- 
• Sebelah Utara  : Tanah milik/tembok Adnan Bintang ;-------------------------- 
• Sebelah Selatan :  Pagar tembok BPH/Jalan Bumi XXII ;------------------------  
• Sebelah Timur  : Tembok Perumahan BPH/tanah Edy Satir ;----------------- 
• Sebelah Barat  :  Jalanan tembus Tala Salapang dan rumah milik Ny. 
Hj.Andi Halida ;----------------------------------------------------- 
Adapun objek tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 
20001/Karunrung atas nama Nyonya Hajjah Nursiah Marauni, Surat Ukur 
Nomor : 5305/1996 tanggal 05 Juli 1996 yang terletak Jalan Tala Salapang/ 
Bumi XXII, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar oleh 
karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dapat mengikat tanah 
yang dikuasai Penggugat sehingga ahli waris Nyonya Hajjah Nursiah Marauni 
diantaranya Wahyuni Rahmawaty, Zulfikar Djauhari, Sultan Walad dan 
Abdallah memberikan Surat Kuasa kepada Zulkiflie Marauni, SH untuk 
mengajukan Gugatan Pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dan/atau mengangkat/menunjuk Kuasa Hukum untuk diwakili 
melakukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/ 
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 
2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451 
M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE.;----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
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September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, 
seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama 
Nyonya Royaniah, SE, yang diterbitkan oleh Tergugat atas pemberitahuan 
langsung dari H. Jufri pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sehingga 
Penggugat baru ketahui dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam 
tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 yang diubah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------- 
3. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbit-
kan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan 
Rappocini, tertanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, 
tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter 
persegi), atas nama Nyonya Royaniah, SE secara diam-diam tanpa 
sepengetahuan dan tidak seizin dari Penggugat selaku yang menguasai 
objek tanah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 
Penggugat diperlihatkan Sertipikat Hak Milik oleh H. Jufri dan mengaku 
bahwa objek tanah tersebut adalah miliknya dengan alasan objek tanah 
tersebut sudah dibebaskan dengan cara transaksi jual beli dari Tuppu 
Darman, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 43/2014 tanggal 08 Agustus 
2014 yang dibuat oleh Rinaldi Iksan Basong, SH tanggal 04 Nopember 2014 
selaku PPAT, atas pengakuan H. Jufri tersebut dengan memperlihatkan 
Sertipikat Hak Milik sehingga melakukan pemagaran secara paksa meskipun 
Penggugat menolak atau melarang untuk memagar tetap saja dilakukan dan 
Penggugat sudah menjelaskan kepada pemegang Sertipikat Hak Milik 
Nomor: 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, 
seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegì), atas nama 
Nyonya Royaniah, SE terletak di Jl. Skarda N IV, RT/RW : 006/16, Kelurahan 
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Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar akan tetapi tetap saja 
diabaikannya, sehingga Penggugat tidak ada cara lain kecuali mengajukan 
Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatal-
kan dengan alasan hukum objek tanah yang dikuasai Penggugat adalah 
Sertipikat Hak Milik Nomor : 20001/Karunrung atas nama Nyonya Hajjah 
Nursiah Marauni, Surat Ukur Nomor : 5305/1996 tanggal 05 Juli 1996 yang 
terletak Jalan Tala Salapang/Bumi XXII, Kel. Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar ;------------------------------------------------------------------ 
4. Bahwa kurang lebih 25 tahun dalam penguasaan Penggugat objek tanah 
tersebut masih dalam bentuk rawa-rawa dan sekarang Penggugat sudah 
menimbun sehingga objek tanah tersebut mempunyai nilai secara materiïl 
dan oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 
21 Oktober 2007 dengan demikian penguasan objek tanah tersebut beralih 
kepada Penggugat sebagai ahli warisnya. ----------------------------------------------- 
5. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar secara 
diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012, Surat 
Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 451 M2 (empat ratus 
lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya Royaniah, SE tanpa 
sepengetahuan Penggugat menerbitkan di atas objek tanah milik Penggugat 
sehingga Penggugat khawatir akan kehilangan hak dan menimbulkan 
kerugian baik secara materiil maupun secara inmateriil dengan demikian atas 
perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;----------- 
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat UKur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, 
seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama 
Nyonya Royaniah, SE diatas tanah Penggugat adalah tindakan yang bersifat 
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sewenang-wenang, melanggar ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG 
BAIK, ASAS KECERMATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) 
dan ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Demikian 
pula pelanggaran Tergugat bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik 
seharusnya dilakukan pengukuran dan terlebih dahulu diadakan penelitian 
terhadap status tanah baik menyangkut data fisik dan data yuridis, karena hal 
ini Tergugat tidak penuhi sehingga bertentangan dan melanggar Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 
17 sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------- 
Ayat 1  : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran 
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah 
ditetapkan, letaknya, batas-batasnya disetiap sudut bidang tanah 
yang bersangkutan ;-------------------------------------------------------------- 
Ayat 2 : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah 
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik 
diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak 
yang berkepentingan ;------------------------------------------------------------ 
Ayat 3  :  Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib 
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;------- 
Ayat 4 :  Bentuk, pengukuran dan teknis penempatan tanda-tanda batas 
ditetapkan oleh Menteri ;--------------------------------------------------------- 
Akibat dari penerbitan sertipikat yang tidak cermat sehingga menimbulkan 
perbedaan yang berbeda baik letaknya maupun proses penerbitannya 
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------- 
A. Bahwa tanah Penggugat terletak dahulu Jalan Talasalapang dalam 
Wilayah Kelurahan Karunrung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar 
sekarang Jalan Bumi XXI dalam wilayah Kelurahan Karunrung, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, objek tanah tersebut sejak 
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dikuasai Penggugat tidak pernah beralih atau dikuasakan oleh orang lain 
kepada pihak orang lain melainkan Penggugat sendiri yang kuasai sampai 
sekarang ini ;--------------------------------------------------------------------------------- 
B. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat terdapat perbedaan 
atau saling tumpang tindih karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak 
Milik terdapat pada wilayah Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan 
Rappocini atau dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012, Surat 
Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451 M2 
(empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya Royaniah, 
SE sedangkan Sertipikat Hak Milik Penggugat dalam wilayah Kelurahan 
Karunrung dahulu Kecamatan Tamalate sekarang Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar atau dikenal Sertipikat Hak Mìlik Nomor : 20001/ 
Karunrung atas nama Nyonya Hajjah Nursiah Marauni, Surat Ukur Nomor: 
5305/1996 tanggal 05 Juli 1996 yang terletak Jalan Tala Salapang/Bumi 
XXII, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar 
berdasarkan Sertìpikat tersebut yang Penggugat miliki sehingga sangat 
nyata dan jelas serta berdasar hukum pula untuk Penggugat pertahankan; 
C. Bahwa sepanjang penguasaan sebagai pemilik tanah sejak tahun 1990-an 
sampai sekarang tidak pernah ada pìhak yang mengakui sebagai 
pemiliknya termasuk Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat 
tidak pernah melakukan pengukuran secara nyata dan menempatkan 
patok atau tanda-tanda batas di atas tanah milik Penggugat ;------------------ 
D. Bahwa didalam Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa apakah dapat 
dibenarkan menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang 
Sertìpikat Hak Milik terdapat dalam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan 
Rappocini terletak di Jalan Skarda N IV, RT./RW : 006/16, Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar kemudian 
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dipindahkan ke Kelurahan Karunrung dahulu Kecamatan Tamalate 
sekarang Kecamatan Rappocini, sementara objek tanah yang dikuasai 
Penggugat sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah masuk wilayah 
Kelurahan Gunung Sari melainkan masuk dalam wilayah Kelurahan 
Karunrung, dahulu Kecamatan Tamalate ;------------------------------------------- 
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat merasa dirugikan 
karena dengan sengaja menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/ 
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 
2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451 
M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE tanpa pemberitahuan / pengumuman dan tanpa prosedur 
hukum yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Tergugat dinyatakan 
perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;---------
Dengan demikian Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah 
batal atau tidak sah dan tidak sah serta batal demi hukum ;-------------------------  
Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat 
tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim 
yang Mulia, kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya 
berbunyi sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------- 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------- 
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/ 
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 
2012, Surat UKur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seìuas 451 
M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE ;----------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat UKur Nomor : 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, 
seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama 
Nyonya Royaniah, SE ;------------------------------------------------------------------------ 
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara 
ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat 
mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 24 Juni 2015, yang isinya 
menerangkan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------  
DALAM EKSEPSI : 
(1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat 
kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan 
kepentingan Tergugat; ------------------------------------------------------------------------ 
(2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebagai-
mana tercantum dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 yang 
menyebutkan bahwa….. Pemberitahuan langsung H. Jufri pada hari Jumat 
tanggal 23 Januari 2015 sehingga Penggugat baru ketahui,….“ Alasan 
penggugat tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak, oleh 
karena tidak sesuai fakta hukum yang tercantum penerbitan sertipikat sebab 
sertipikat in casu semula adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3153 yang telah 
terbit sejak tanggal 9 Nopember 1996, kemudian direferensi karena 
perubahan wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 26080/Gunung Sari 
dan terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Gunungsari 
karena hilang, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah 
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Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara 
hukum dan sesuai fakta yang ada jangka waktu pengajuan gugatan oleh 
Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari ;--------------------------------------- 
(3) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebab dalam 
gugatannya pada angka “1” Penggugat menyatakan Penggugat memiliki 
Sertipikat Hak Mllik Nomor : 20001/Karunrung atas nama Nyonya Hajjah 
Nursiah Marauni dimana menurut data pada kantor Tergugat telah menjadi 
Sertipikat Hak Milik Nomor : 20469/Kelurahan Karunrung sebagaimana 
tertuang dalam Berìta Acara Perbaikan Nomor Sertipikat tanggal 3 Maret 
2015, karena adanya dua nomor hak yang sama, sedang dalam petitum 
Penggugat pada angka 2 dan 3 Penggugat memohon pembatalan atas 
Sertipikat Hak Mllik Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, sehingga 
gugatan Penggugat menjadi tidak jelas mengapa menggugat sertipikat in 
casu yang terletak di Kelurahan Gunung Sari sementara Penggugat 
mengklaim memiliki tanah sertipikat di Kelurahan Karunrung ;---------------------- 
(4) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek 
sengketa oleh karena Sertipikat in casu terbit berdasarkan data yuridis 
berada di Kelurahan Mangasa yang kemudian karena pemekaran wilayah 
menjadi Kelurahan Gunung Sari sedang Sertipikat Hak Milik Nomor : 20469/ 
Karunrung milik Penggugat berada di Kelurahan Karunrung sehingga terjadi 
perbedaan wilayah Kelurahan, Sehingga tidak ada hubungan hukum antara 
Penggugat dengan sertipikat in casu; ----------------------------------------------------- 
(5) Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan 
(Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam 
mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang 
menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah 
kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi 
Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 
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1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DALAM POKOK PERKARA : 
1. Bahwa sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat 
yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara 
tegas dan tidak merugìkan kepentingan hukum Tergugat; -------------------------- 
2. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa 
Sertipikat in casu semula adalah bekas tanah Milik Indonesia persil Nomor : 
61 SII Kohir 468 CI yang dikuasai oleh Budianto Pamusureng dan beralih ke 
Tuppu Darman, SH., berdasarkan Akte Jual Beli Nommor : 237/TM/PPTA-
B/1995 tanggal 27 Desember 1995, yang telah gugur dan berubah menjadi 
tanah yang langsung dikuasai oieh negara berdasarkan PMPA Nomor 2 
Tahun 1960 Pasal 8, dan diproses penerbitan sertipikatnya menjadi Sertipikat 
Hak Milik Nomor : 3153/Mangasa tercatat atas nama Tuppu Darman, SH., 
yang direferensi karena adanya pemekaran Wilayah menjadi Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 26080/Gunung Sari dan kemudian dilakukan penggantian 
sertipikat karena hilang sehingga berubah menjadi Sertipikat Hak Milik 
Nomor: 26110/Gunung Sari, yang kemudian beralih keatas nama Nyonya 
Royaniah, SE., berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 43/2014 tanggal 08 
Agustus 2014 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang 
mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak 
diterima ;------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya 
pada angka 7, Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-
ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum 
yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pertanahan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tentang Pendaftaran Tanah, kewenangan yang diberikan kepada 
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Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang 
bersifat perdata, melainkan k wenangan yang bersifat publik, yang 
melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak 
benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap 
melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan 
Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat 
yang dirugikan akibat diterbìtkannya Sertìpikat yang menjadí obyek sengketa, 
menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena 
Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah in litis, sedangkan 
Penggugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah 
yang dimaksud. Dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana 
Penggugat menyatakan bahwa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan 
dari Penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu 
gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis 
Hakim yang mengadili/memeriksa sengketa ini ;---------------------------------------- 
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon 
kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :--------------- 
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------------------- 
2. Menyatakan sah dan mengikat atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/ 
Gunung Sari atas nama Nyonya Royaniah, Sarjana Ekonomi, Surat Ukur 
Nomor : 07184/2012 tanggal 08 Agustus 2012 luas 451 M2 ;----------------------- 
3. Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam 
sengketa/perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------- 
Demikian jawaban ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat 
memberi putusan yang seadil-adilnya ; -------------------------------------------------------  
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Menimbang, bahwa Nyonya Royaniah, SE, telah mengajukan 
permohonan tertanggal 11 Agustus 2015, untuk ikut sebagai pihak dalam 
perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II 
Intervensi dalam perkara Nomor: 29/G/2015/ PTUN.Mks melalui Putusan Sela 
tanggal 18 Agustus 2015 ;------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 
II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 20 Agustus 
2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------  
DALAM EKSEPSI : 
 1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan secara tegas menolak dan 
membantah keras segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam 
gugatannya tertanggal 13 April 2015, terkecuali dalil-dalil yang menurut hukum 
dapat dipandang sebagai pengakuan, baik secara terang, tegas dan terperinci, 
maupun  secara  tersirat,  diam-diam  serta  tidak  merugikan Tergugat II 
Intervensi ;------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ( Daluarsa ). 
     Alasannya : 
- Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 
26110/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, 
Surat Ukur Nomor :  07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2 atas 
nama Ny. Royaniah, SE   setelah menerima pemberitahuan langsung dari 
H. Jufri pada hari Jum’at tanggal 23 Januari 2015 adalah merupakan 
alasan  yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena tidak 
sesuai dengan fakta hukum dikatakan demikian oleh karena sertipikat in 
litis yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor: 3153 yang telah terbit sejak 
tanggal 9 Nopember tahun 1996, kemudian direferensi karena perubahan 
wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 26080/Gunung Sari dan 
terakhir menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 26110/Gunung Sari, 
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Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor; 
07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 M2 atas nama Tuppu Darman, 
SH yang kemudian beralih ke atas nama Ny. Royaniah, SE atau setidak-
tidaknya Penggugat mengetahui sertipikat objek sengketa pada tanggal 4 
April 2014 setelah Penggugat memberi kuasa kepada Nurhamsah B         
(adik kandung dari Pengacara Penggugat) untuk membuat surat 
pernyataan dengan H.Ridwan Ibrahim yang mana dalam surat pernyataan 
tersebut dilampirkan foto copy sertipikat hak milik objek sengketa, 
sehingga sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah 
melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang- 
undang Nomor 9 tahun 2004, oleh karena itu gugatan Penggugat telah 
lewat waktu dari tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari oleh karena 
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya 
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- 
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat ( 2 ) menyatakan “ Dalam hal 
atas suatu bidang tanah  sudah diterbitkan sertipikatnya atas nama orang 
atau badan hukum perdata yang memperoleh tanah tersebut dengan 
itikad  baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang waktu 5 ( lima ) tahun 
sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. 
Sebagaimana dalam hal ini keberadaan sertipikat hak milik nomor : 
26110/gunung sari, kecamatan rappocini, tanggal 12 September 2012, 
Surat Ukur Nomor; 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 M2 semula 
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atas Tuppu Darman, SH yang kemudian beralih ke atas nama Ny. 
Royaniah, SE dan oleh Penggugat tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis  ataupun tidak pernah mengajukan gugatan ke Pangadilan  
sebagaimana keinginan Pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor : 
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;----------------------------------------- 
3. Bahwa Gugatan Penggugat Menyangkut Masalah Keperdataan Dan    
Merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum. 
  Alasannya hukumnya sebagai berikut:------------------------------------------------------- 
  Bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan objek sengketa dalam perkara a 
quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Gunung Sari, Kecamatan 
Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 
08-08-2012 luas 451 m2  atas nama Tuppu Darman, SH yang oleh Tergugat 
dilakukan peralihan balik nama ke atas nama Ny. Royaniah, SE, berdasarkan 
Akta Jual Beli Nomor :43/2014 tanggal 08/08/2014 yang dibuat oleh Rinaldi 
Iksan Basong, SH  selaku PPAT;-------------------------------------------------------------- 
 Bahwa lokasi objek sengketa berada diatas Surat Rincik atas nama Sampara  
Bin Tjini dengan luas 3000 m2, dan pada tanggal 21 Pebruari 1988 Ibu 
Nurhayati Pammusureng membeli tanah dari ahli waris Sampara Bin Tjini           
(anaknya yang bernama M. Said Bin Sampara) berdasarkan Akta Jual Beli 
Nomor : 102/KT/III/3/II/1985 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Tamalate 
tanggal 21 Pebruari 1985 dengan tanah seluas 3000 m2 dengan letak persil  
No  61. SI dan Kohir No. 648 CI;--------------------------------------------------------------- 
  Bahwa pada tanggal 27 Desember 1995 Nurhayana Pammusureng, Hartono  
Pammusureng, Robetor Pammusureng dan Nurhabibi Cecep Pammusurang 
memberikan surat kuasa kepada Budianto Pammusureng untuk menjual tanah 
sebagian yang luasnya + 501 m2 kepada Tuppu Darman, SH berdasarkan Akta 
Jual Beli Nomor: 237/TM/PPAT-B/1995 dihadapan PPAT Andi Azis Ramalang;- 
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   Bahwa  pada  tahun 2014 Tuppu Darman, SH membuat surat kuasa kepada 
Ridwan Ibrahim yang dibuat dihadapan PPAT Rinaldi Iksan Basong, SH Nomor 
:18 tanggal 25 Maret 2014  untuk menjual tanah yang dimaksud dalam lokasi 
objek sengketa;------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 Haji Ridwan Ibrahim menjual tanah 
seluas 451 m2 yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 26110/Kelurahan Gunung 
Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 
07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2  atas nama Ny. Royaniah, SE 
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 43/2014 dihadapan  PPAT  Rinaldi Iksan 
Basong, SH;--------------------------------------------------------------------------------------- 
    Bahwa berdasarkan  hal-hal dan uraian tersebut diatas adalah merupakan 
kewenangan absolut lembaga peradilan umum untuk mengadili sebagaimana 
diatur dalam Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 
sebagaimana perubahan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 juncto 
perubahn kedua Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 3 September 1994 yang 
menyatakan “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan 
Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut 
pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa 
tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum (Materiale 
Sphere Kewenangan) dalam hal ini Pengadilan Negeri  karena jelas sudah 
merupakan sengketa perdata;---------------------------------------------------------------- 
4. Bahwa Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Memiliki Legal Standing                 
( Kedudukan Hukum ) Untuk mengajukan Gugatan. 
    Alasan Hukumnya : 
    Bahwa dengan digugatnya Tergugat II Intervensi selaku pemegang Sertipikat 
Hak Milik Nomor : 26110/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 
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September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 
451 m2 Tuppu Darman, SH yang oleh Tergugat dilakukan peralihan balik 
nama ke atas nama Ny. Royaniah, SE, bahwa berdasarkan fakta dilapangan 
Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa secara fisik atas 
tanah yang bersertipikat in litis yang  terletak di Kelurahan Gunung Sari, 
Kecamatan Rappocini,  Kota Makassar, baik pada saat masih dikuasai oleh 
Tuppu Darman, SH  maupun setelah dijual kepada  Ny. Royaniah, SE 
Penggugat tidak pernah menguasainya, oleh karena tanah yang bersertipikat 
in litis tetap dikuasai Tergugat II Intervensi sampai sekarang;----------------------- 
    Bahwa hal tersebut diatas secara jelas memperlihatkan kepada Penggugat  
bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa yang 
dirugikan, oleh karena proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Gunung Sari,  Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, 
Surat Ukur Nomor : 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2 atas nama 
Ny. Royaniah, SE  tersebut adalah sah menurut hukum;------------------------------ 
DALAM POKOK PERKARA: 
1. Bahwa kiranya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi   
tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok 
perkara ini;----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Bahwa Tergugat II Intervensi  dengan  ini  menyatakan menolak  dengan  
keras seluruh dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, 
terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II 
Intervensi;----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan penggugat pada              
point 1 yang menyatakan adapun objek sengketa telah memiliki Sertipikat 
Hak Milik Nomor: 2001/Karunrung atas nama Ny. Hj. Nursiah 
Marauni……..dst;--------------------------------------------------------------------------------  
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     Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas adalah 
alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian 
oleh karena;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tidak berada diatas tanah 
objek sengketa, dimana orang tua Penggugat bernama Hj.Nursiah 
Marauni membeli tanah dari Pammusureng M.G (suami dari Ibu 
Nurhayana) satu kavling dengan ukuran 20x15 = 300 M2 berdasarkan 
persil blok 5 kohir 1474 di Kampung Gunung Sari, Kelurahan Mangasa, 
Kecamatan Tamalate, sementara objek yang diakui oleh ahli waris 
Nursiah dibeli dari Istri Pammusureng M.G ( Nurhayana Pammusureng 
MG) pada tahun 1985 sementara almarhum Nursiah membeli tanah dari 
Pammusureng tahun 1983, jadi sangat jelas lokasi tanah yang diklaim ahli 
waris Penggugat bukan diatas tanah yang menjadi objek sengketa ;-------- 
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 1996 pihak dari Tergugat menerbitkan surat 
ukur dengan dasar tanah negara dan pada waktu itu tidak ditandatangani 
oleh pejabat pemerintah setempat dalam hal ini pejabatnya bernama 
S.Salim.S, maka pada tahun 2001 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak 
Milik Nomor 20001/Kelurahan Karunrung tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur 
Nomor: 5301/1996 tanggal 05-07-1996 luas 391 m2 atas nama Ny. Hajja 
Nursiah Marauni. Dan terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan 
Tamalate, Kota Makassar, bahwa Kelurahan Karunrung terletak di 
Kecamatan  Rappocini bukan di Kecamatan Tamalate;-------------------------- 
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Lurah Gunung Sari bernama 
Syahruddin S.Sos dengan Surat Nomor: 828/KGS/828/VII/2012 tanggal 
21 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa  Tuppu Darman, 
SH memiliki sebidang tanah hak milik Nomor: 3153/Mangasa ( Ref Hak 
Milik No.26080/Gunung Sari, dengan nomor hak baru menjadi Hak Milik 
Nomor :26110/Gunung Sari terletak di Jalan Talasalapang, Kelurahan 
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Mangasa, Kecamatan Tamalate, luas 451 m2 (empat ratus lima puluh 
satu meter persegi). Bahwa tanah tersebut dahulu terletak dikelurahan 
mangasa, kecamatan Tamalate, saat ini lokasi dimaksud sejak tahun 
1996 masuk dalam Wilayah Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar (pemekaran wilayah kecamatan);---------------------------------------- 
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Lurah Gunung Sari bernama Andi 
Mansjur Sjah, BA dengan surat tertanggal 26 Juli 1997 menerangkan 
bahwa Tuppu Darman, SH benar memilik lokasi tanah yang berada di 
Wilayah Kelurahan Gunung Sari Jalan Talasalapang dengan Sertipikat 
Hak Milik Nomor : 3153 tahun 1996 luas 451 m2 ( empat ratus lima puluh 
satu meter persegi) ;----------------------------------------------------------------------- 
4.  Bahwa gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan Penggugat menguasai 
lokasi objek sengketa selama 25 tahun………….dst;---------------------------------- 
     Bahwa alasan Penggugat tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada, 
oleh karena Tergugat II Intervensi tidak pernah melihat Penggugat 
menguasai atas lokasi objek sengketa apalagi mereka katakan Penggugatlah 
yang menimbun lokasi tersebut adalah tidak wajar dan sama sekali tidak 
masuk akal mengapa demikian?, karena sejak Tuppu Darman, SH membeli 
tanah tersebut ( lokasi objek sengketa ) tahun 1995 maka pada tahun itu pula 
menguasai dan menimbun diatasnya sampai beralih kepada kepemilikan 
Tergugat II Intervensi masih dilanjutkan penguasaannya dengan membuat 
pahar diatasnya dan sama sekali Penggugat tidak ada kerugian secara 
materil yang ditimbulkan diatas lokasi objek sengketa karena tidak pernah 
menguasai apalagi menimbun lokasi objek sengketa  yang Penggugat klaim;- 
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat 
selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar secara diam-diam 
menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Gunung Sari, Kecamatan 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 
Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 21 dari 63 hal.  
Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012 
tanggal 08-08-2012 luas 451 m2 atas nama Ny. Royaniah, SE…….dst;--------- 
     Adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dikatakan 
demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Makassar menerbitkan sertipikat objek sengketa dimaksud terlebih dahulu 
melakukan/menserpei data-data fisik maupun data yuridis atas lokasi yang 
akan disertipikatkan. Oleh kerana itu Tergugat Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Makassar sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa sebelumnya 
telah melakukan pengukuran lokasi objek sengketa sebagaimana surat ukur 
tertanggal 29 Mei 1996 dan telah disetujui oleh batas-batas tanah yang 
bersangkutan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Ny. Nurhayana 
Samad, Sebelah Timur berbatasan dengan Ny. Nurhayana Samad, Sebelah 
Selatan berbatasan dengan Jalanan dan sebelah Barat Lorong, oleh karena 
itu Tergugat melakukan pengukuran atas objek sengketa secara transparan 
tanpa diam-diam dan sudah sesuai dengan prosedur di Kantor Pertanahan 
Kota Makassar;---------------------------------------------------------------------------------- 
6.  Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan pada point 6 yang 
menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 26110/Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 
451 m2 atas nama Ny. Royaniah, SE diatas tanah Penggugat adalah 
tindakan yang bersifat sewenang-wenang, melanggar asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, asas kecermatan……………………..dst;----------------  
     Bahwa alasan tersebut diatas adalah alasan yang tidak benar dan mengada-
ada, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertipikat in litis terlebih dahulu 
melakukan penelitian, baik menyangkut subjek maupun objek yang 
dimohonkan, terutama sekali menyangkut data fisik dan data yuridis yang 
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menjadi alas haknya, oleh karena semua persyaratan yang diharuskan telah 
terpenuhi maka barulah proses penerbitan sertipikat in litis dilakukan;----------- 
     Bahwa data fisik lokasi objek sengketa Tergugat Kepala Kantor pertanahan 
Kota Makassar telah melakukan pengukuran atas objek sengketa dengan 
surat ukur tertanggal 29 Mei 1996, begitu pula dengan pemetaan batas lokasi 
objek sengketa telah disetujui oleh pihak – pihak yang berbatasan  langsung 
dengan lokasi objek sengketa dan telah ditanda tangani oleh yang 
bersangkutan tertanggal 29 Mei 1996, dan juga mengenai penempatan tanda-
tanda batas Tergugat juga besi dan tembok;--------------------------------------------- 
    Bahwa dalam penerbitan sertipikat objek sengketa Tergugat tidak bertindak 
sewenang-wenang dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang 
baik dan penerbitan sertipikat objek sengketa tidak mengandung cacat hukum 
administrasi serta tidak melanggar  Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1),            
(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, dan pula tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan 
dikesampingkan;--------------------------------------------------------------------------------- 
7. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan prosedur 
hukum yang berlaku yaitu berdasarkan data fisik dan data yuridis dari 
pemerintah setempat mengenai syarat-syarat yang diperlukan Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Makassar, dan sama sekali tidak bertentangan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 atas penerbitan Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 
12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 
451 m2  atas nama Ny. Royaniah, SE, sehingga gugatan Para Penggugat 
harus dinyatakan ditolak adanya ;----------------------------------------------------------- 
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8. Bahwa penerbitan  Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan Gunung 
Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 
07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2  atas nama Ny. Royaniah, SE, 
letak tanah Desa/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar telah mendapat legistimasi oleh pemerintah yang berwenang in 
casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar diproses berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan sama 
sekali tidak ada pelanggaran asas-asas umum pada pemerintahan yang baik, 
khususnya asas kecermatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat 
2 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 penerbitan  sertipikat 
objek sengketa prosedural dan sah adanya ;--------------------------------------------- 
9. Bahwa sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur 
Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2  atas nama Ny. 
Royaniah, SE   terlebih dahulu mengajukan permohonan pengukuran dan 
batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut, namun pada 
saat itu tidak ada yang keberatan terhadap tanah yang akan disertipikatkan 
oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Vide Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 
3 tahun 1997 ;------------------------------------------------------------------------------------ 
              Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka dengan 
segala hormat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan 
memutus dengan seadil-adilnya sebagai berikut; ---------------------------------------- 
Dalam Eksepsi : 
 -Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---------------------------- 
 Dalam Pokok Perkara : 
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 -Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya 
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--------------------------------------------------- 
 -Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 
2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2  atas 
nama Ny. Royaniah, SE;------------------------------------------------------------------------ 
-Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; 
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing 
pada tanggal 01 Juli 2015  dan 27 Agustus 2015 dan atas replik Penggugat 
tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya di 
Persidangan masing-masing pada tanggal 08 Juli 2015 dan 03 September 2015;-  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak 
Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli 
maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat 
bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai 
berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Bukti P – 1  : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor:  20001/ 
Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor: 5305/ 
1996, tanggal 05 Juli 1996, luas 391 m2 atas nama Nyonya 
Hj.Nursiah Marauni ;-------------------------------------------------------- 
2. Bukti  P – 2  : Foto copy sesuai asli  Pajak Pemberitahuan  Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 
2015 atas nama Nyonya Hj.Nursiah Marauni ;---------------------- 
3. Bukti P – 3    : Foto copy sesuai asli surat Keterangan Tanah Nomor: 365 / 
KR/IV/2015 atas nama Hj. Nursiah;------------------------------------ 
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 26110/ 
Gunung Sari, tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 
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07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, luas 451 m2 atas 
nama Nyonya Royaniah, SE;-------------------------------------------- 
5. Bukti P – 5  : Foto copy sesuai foto copy form administrasi transaksi BPHTB 
Dinas pendapatan Kota Makassar atas nama Tuppu Darman, 
SH;------------------------------------------------------------------------------ 
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai foto copy surat setoran pajak atas nama 
Tuppu Darman, SH, tanggal 8 Agustus 2014;----------------------- 
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai foto copy surat setoran pajak daerah bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Royaniah, 
SE tanggal 15 April 2014 ;------------------------------------------------ 
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli surat tanda bukti Lapor No.STBL/171/I/ 
2015/Polda SulSel/Restabes Makassar atas nama Lelaki 
Zulkiflie Marauni tanggal 23 Januari 2015;--------------------------- 
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 tanggal 18 Juli 1997;--- 
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 tanggal 18 Juli 1997;--- 
11. Bukti P – 11  : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 tanggal 10 April 1998;- 
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 tanggal 1 Maret 1999;- 
13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 tanggal 03 Januari 
2000 ;--------------------------------------------------------------------------- 
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 tanggal 24 Maret 2005;  
15. Bukti P – 15  : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 tanggal 24 Maret 2005;  
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16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 tanggal 24 Maret  
2005; --------------------------------------------------------------------------- 
17. Bukti P – 17  : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 
2009; --------------------------------------------------------------------------- 
18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tanggal 02 Januari 
2012;--------------------------------------------------------------------------- 
19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai foto copy Surat Setoran Pajak Daerah 
Perolehan Hak Atas Tanah dan ( SSPD- BPHTB )  tanggal 15 
April 2014;--------------------------------------------------------------------- 
20. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 
8 Agustus 2014;------------------------------------------------------------- 
22.Bukti P-21   : Foto copy dari foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak         
(DHKP) Tahun 2014 Keluarahan Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar;----------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat 
juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :  
Hidayat Jonas Manggis, Haripah Dg. Kanang dan Saugi ;-------------------------------- 
1. Saksi pertama Penggugat bernama : Hidayat Jonas Manggis, dibawah 
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------  
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini   
Kota Makassar;------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi menjadi Lurah Karunrung sejak tanggal 6 Maret 2015;--------- 
- Bahwa Kelurahan Gunungsari dan Karunrung tidak pernah bersatu;---------  
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah Gunungsari ;---------------------------------- 
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Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 27 dari 63 hal.  
- Bahwa saksi menjadi Lurah Gunungsari sejak tahun 2012 s/d awal tahun 
2015 ;------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa Kelurahan Gunungsari tidak pernah dimekarkan ;----------------------- 
- Bahwa Kelurahan Gunungsari pecahan Kelurahan Mangasa ;----------------- 
- Bahwa benar Jalan Tala’salapang masuk Kelurahan Gunungsari, tapi 
sebagian juga masuk Kelurahan Karunrung ;--------------------------------------- 
- Bahwa yang membatasi Kelurahan Karunrung dengan Kelurahan 
Gunungsari adalah lorong 3 Jalan Bumi 22 Tala’salapang;--------------------- 
- Bahwa sertipikat objek sengketa peralihannya tidak pernah melalui Lurah 
Karunrung ;----------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa peralihan sertipikat hak milik peralihannya ada melalui Kantor 
Lurah dan ada melalui Notaris ;--------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar sertipikat hak milik atas nama orang tua Penggugat melalui 
Lurah Karunrung ;-------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi belum menjabat pada waktu itu ;-------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Karunrung ;------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu letak tanah Penggugat, yaitu di Karunrung ;----------------- 
- Bahwa benar tanah Penggugat terdaftar di Kelurahan Karunrung ;----------- 
- Bahwa terdaftar sebelum saksi menjabat Lurah Karunrung ;------------------- 
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat bernama Hj. Nursiah Marauni;----- 
- Bahwa benar ada tanah orang tua Penggugat di Kelurahan Karunrung;----- 
- Bahwa tidak ada buku tanah di Kelurahan Karunrung ;--------------------------- 
- Bahwa tidak ada buku F di Kelurahan Karunrung ;-------------------------------- 
- Bahwa mengetahui pemilik tanah di Kantor Lurah melalui Ajb lalu 
dibuatkan surat keterangan;------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar sebelum Lurah mengeluarkan surat keterangan tanah saksi 
mengecek lokasi ;--------------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua Penggugat memperoleh 
tanah ;----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menjual tanah kepada 
orang lain ;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu nama ahli waris Hj. Nursiah Marauni, yaitu Zulkiflie 
Marauni;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu letak tanah Penggugat, yaitu di Jalan Bumi 22   
Tala’salapang ;------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu batas tanah Penggugat, yaitu berada disudut ;------------- 
- Bahwa benar SHM objek sengketa lokasinya berada di Kelurahan Gunung 
Sari ;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar SHM atas nama Hj.Nursiah Marauni berada di Kelurahan 
Karunrung ;----------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu nama pemilik SHM objek sengketa, yaitu Tuppu 
Darman, SH ;-------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi menjabat Lurah Gunungsari baru 2 Tahun;------------------------ 
- Bahwa benar di Kantor Lurah Karunrung ada Surat DHKP;--------------------- 
- Bahwa ada format PBB di Kantor Lurah Karunrung ;------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu SHM objek sengketa ;--------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi menjadi Lurah Gunungsari;-------------- 
- Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa, yaitu di belakang Kantor  
Gunung Sari;--------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah masih ada tanah dekat lokasi objek 
sengketa yang tidak mempunyai PBB ;----------------------------------------------- 
2. Saksi kedua Penggugat bernama : Haripah Dg. Kanang, dibawah sumpah 
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------  
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan, yaitu tanah Penggugat;------- 
- Bahwa saksi tinggal di Karunrung;----------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa ;---------------------- 
- Bahwa saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa 10 tahun;-------------------- 
- Bahwa Bachtiar yang menyuruh saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa;  
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang menjadi objek sengketa bernama 
Zulkiflie;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi sekarang tidak tinggal diatas lokasi objek sengketa ;------------ 
- Bahwa saksi keluar dari lokasi objek sengketa sejak tahun 2013;------------- 
- Bahwa Zulkiflie pernah datang kelokasi objek sengketa yang saksi 
tempati; --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa tujuan Zulkiflie datang kelokasi objek sengketa Patroli untuk 
melihat keadaan  tanah yang saksi tempati ;---------------------------------------- 
- Bahwa ada bangunan diatas tanah Zulkiflie pada waktu saksi tinggal yaitu 
pondok bambu, yang dibuat tahun 2001 ;-------------------------------------------- 
- Bahwa saksi yang membuat pondokan diatas tanah lokasi objek sengketa;  
- Bahwa yang mengisinkan saksi membuat pondokan diatas tanah lokasi 
objek sengketa adalah Zulkiflie ;-------------------------------------------------------- 
- Bahwa ada 7 pondokan diatas lokasi objek sengketa pada waktu saksi  
tinggal ;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa ada papan nama diatas lokasi objek sengketa dan dipasang sejak 
saksi tinggal diatas  lokasi objek sengketa;------------------------------------------ 
- Bahwa yang memasang adalah Zulkiflie ;-------------------------------------------- 
- Bahwa yang ada diatas lokasi objek sengketa selain pondokan adalah 
lapangan bulutangkis yang membuat oleh Bahtiar;-------------------------------- 
- Bahwa ada pagar diatas lokasi objek sengketa ;----------------------------------- 
- Bahwa pagar yang ada diatas lokasi objek sengketa adalah pagar duri 
dan pagar seng;----------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa yang membuat pagar duri diatas lokasi objek sengketa adalah 
Zulkiflie ;--------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang pagar seng diatas lokasi 
objek sengketa ;----------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar ada papan nama diatas lokasi objek sengketa ;------------------ 
- Bahwa ada pondasi diatas lokasi objek sengketa ;-------------------------------- 
- Bahwa yang membuat pondasi diatas lokasi objek sengketa adalah 
Zulkiflie;--------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Saugi, dibawah sumpah menerangkan 
yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tinggal di Tala’salapang, Kelurahan Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar;--------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar saksi pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa ;------------- 
- Bahwa saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa tahun 2001 s/d 2013;----- 
- Bahwa yang ada diatas lokasi objek sengketa pada waktu saksi tinggal 
diatas lokasi objek sengketa adalah pohon pisang dan pondokan;------------ 
- Bahwa ada 3 pondakan diatas lokasi objek sengketa ;--------------------------- 
- Bahwa tidak pernah ada pagar bambu diatas lokasi objek sengketa ;-------- 
- Bahwa ada lapangan bulutangkis diatas lokasi objek sengketa ;-------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilokasi objek sengketa ada pagar seng;--- 
- Bahwa benar saksi kenal Harita Dg. Kanang ;-------------------------------------- 
- Bahwa pemilik lokasi objek sengketa bernama Zulkiflie;------------------------- 
- Bahwa yang mengisinkan saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa 
adalah Bahtiar;------------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi objek sengketa ;-------------------- 
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada di RT.007/RW.009  
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;----------------- 
- Bahwa benar Jalan Bumi 22 Tala’salapang dekat lokasi objek sengketa;--- 
- Bahwa saksi tidak melapor kepada Ketua RT pada waktu saksi tinggal 
diatas lokasi objek sengketa ;----------------------------------------------------------- 
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- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama yang tinggal diatas lokasi objek 
sengketa pada waktu saksi tinggal ;--------------------------------------------------- 
- Bahwa ada 3 pondokan diatas lokasi objek sengketa pada waktu saksi 
tinggal ;---------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak 
Tergugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli 
maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat 
bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai 
berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Bukti T – 1 :  Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20469/ 
Kelurahan Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur 
Nomor: 5305/1996, tanggal 05 Juli 1996, luas 391 m2 atas 
nama Nyonya Hj.Nursiah Marauni;------------------------------------- 
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 26110/ 
Gunung Sari, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur 2 atas nama 
Nyonya Hj.Nursiah Marauni;--------------------------------------------- 
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Perbaikan Sertipikat   
tanggal 3 Maret 2013 ;-----------------------------------------------------           
4. Bukti T – 4    :  Foto copy sesuai asli Usul Pemberian Hak Milik atas nama 
Tuppu Darman, SH nomor: 520.1-2062-53.01 tanggal 9 
Oktober 1996 ;--------------------------------------------------------------- 
5. Bukti T – 5   : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Panitia A tanggal 25     
Juni 1996 ;-------------------------------------------------------------------- 
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A  
Nomor: 258/PPTA/1996 tanggal 25 Juni 1996;--------------------- 
7. Bukti T – 7  : Foto copy sesuai asli Iktisar tentang permohonan Nomor: 
783/IP/1996 tanggal 7 Oktober 1996;---------------------------------- 
8. Bukti T – 8  : Foto copy sesuai asli Data permohonan pemberian Hak  atas 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 
Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 32 dari 63 hal.  
tanah atas nama Tuppu Darman, SH;--------------------------------- 
9. Bukti T – 9  : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala   Kantor Pertanahan 
Kota Makassar Nomor: 241-520.1-53.01-2001 tanggal 27 
Maret 2001;-------------------------------------------------------------------      
10. Bukti T – 10 :  Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 43/2014 tanggal 
08 Agustus 2014;------------------------------------------------------------ 
11. Bukti T – 11   :  Foto copy sesuai asli Akta Surat Kuasa Nomor: 18  tanggal 25 
Maret 2014;------------------------------------------------------------------- 
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort 
Kota Besar Makassar Nomor: B/X/2011/Polda SulSel/ 
Restabes Makassar tanggal 17 Oktober 2011;---------------------- 
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pengumuman Penerbitan 
Sertipikat Pengganti Nomor 45/2012 tanggal 12 September 
2012 atas nama Tuppu Darman;---------------------------------------- 
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Sumpah/Janji  tanggal 
30 Nopember 2011;-------------------------------------------------------- 
15. Bukti T – 15  : Foto copy dari foto copy Koran  Fajar  tanggal  22  Nopember 2011;- 
16. Bukti T – 16 : Foto  copy  dari  foto  copy  Koran Tribun tanggal 14 Oktober 2011;- 
17. Bukti T–17    : Foto copy sesuai asli Ploting Peta GS No.3953 dan Gambar Situasi 
No.305/1996 sesuai peta dari fotogrametri 5F kotak D,E-2;-------------                
   Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam 
perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;----------------------------- 
   Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak 
Tergugat II Intervensi mengajukan foto copy surat bukti yang telah dicocokkan 
dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi materai cukup sehingga sah 
sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-20, yang 
perinciannya sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------- 
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Hal. 33 dari 63 hal.  
1. Bukti T.II.Intv – 1  : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/ 
Kelurahan Gunung Sari, tanggal 12 September 2012, 
Surat Ukur Nomor: 07184/2012, tanggal 08/08/2012 luas 
451 m2 atas nama Nyonya Royaniah, SE.;-------------------  
2. Bukti T.II.Intv – 2  : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 
Pedesaan tahun 2013 atas nama Tuppu Darman, SH.;---- 
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 43/2014 
tertanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat pejabat pembuat 
akta tanah   (PPAT) Rinaldi Iksan Basong, SH ;-------------  
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Perdamaian tertanggal 4 April 
2014 ;-------------------------------------------------------------------- 
5. Bukti T.II.Intv – 5  : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 4 April 
2014 ;-------------------------------------------------------------------- 
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan SPPT-PBB 
Tahun 1997 yang dibuat Lurah Gunung Sari tertanggal 
26 Juli 1997 ;---------------------------------------------------------- 
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor : 3953 tanggal 
29 Mei 1996 ;---------------------------------------------------------- 
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 237/TM/ 
PPAT- B/1995 tertanggal 27 Desember 1995 ;--------------- 
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Nomor : 18  tanggal 
25 Maret 2014 ;------------------------------------------------------- 
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Foto  copy  sesuai  foto  copy  Surat  Keterangan Nomor : 
828/KGS/828/VII/2012 yang dibuat Lurah Gunung Sari 
tanggal 21 Juli 2012 ;------------------------------------------------ 
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Foto copy dari foto copy permohonan izin mendirikan 
bangunan atas nama Tuppu Darman, SH,;-------------------- 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 
Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 34 dari 63 hal.  
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat 
Tuppu Darman, SH,;------------------------------------------------- 
13. Bukti T.II.Intv-13 :Foto copy  dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 
102/KT/III/3/II/1985 tertanggal 21 Pebruari 1985;------------ 
14. Bukti T.II.Intv-14  : Foto copy sesuai foto copy Surat Perikatan tanggal 08 
April 2014;-------------------------------------------------------------- 
15. Bukti T.II.Intv-15 :Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 
1262/TK/KT/983;----------------------------------------------------- 
16. Bukti T.II.Intv-16  : Foto copy sesuai asli Surat kesepakatan antara Tuppu  
Darman dengan H.Ridwan Ibrahim tanggal 3 Desember 
1997;--------------------------------------------------------------------- 
17. Bukti T.II.Intv-17 : Foto copy sesuai asli Surat pendaftaran Tanah Milik 
Indonesia;-------------------------------------------------------------- 
18.Bukti T.II.Intv –18 : Foto copy sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (SSPD-
BPHTB) atas nama wajib pajak Royaniah, SE;-------------- 
19.Bukti T.II.Intv–19  : Foto copy sesuai asli Surat  Form Administrasi Transaksi 
BPHTB Dinas Pendapatan Kota Makassar atas nama 
Penjual/Pemberi Tuppu Darman, SH kepada atas 
Pembeli/Penerima Royaniah, SE;------------------------------- 
20.Bukti T.II.Intv –20 : Foto copy sesuai asli Surat  Setoran Pajak (SSP) tanggal 
8 Agustus 2014 atas nama wajib pajak Tuppu           
Darman, SH;---------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II 
Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing 
bernama : H. Ridwan Ibrahim, SE, dan Drs. Ayyub Salahuddin;------------------------ 
1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : H. Ridwan Ibrahim, SE, 
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------  
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- Bahwa benar saksi tahu lokasi objek sengketa ;----------------------------------- 
- Bahwa lokasinya di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar, sekarang Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar;------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa karena saksi pernah tukar 
menukar lokasi objek sengeta;---------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tukar menukar lokasi objek sengketa dengan Tuppu   
Darman, SH;---------------------------------------------------------------------------------  
- Bahwa tanah saksi yang ditukar dengan Tuppu Darman, SH terletak di 
BTN M.Upa Blok H;------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tukar menukar tanah dengan Tuppu Darman, SH pada 
Tahun 1997; --------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa letak tanah Tuppu Darman, SH yang ditukar dengan tanah saksi 
adalah di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 
sekarang Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;- 
- Bahwa saksi dengan Tuppu Darman, SH belum balik nama tanah yang di 
tukarkan ;------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa ada bukti saksi mengenai tukar menukar tanah lokasi objek 
sengketa dengan tanah saksi di BTN M.Upa Blok H, yaitu SHM;-------------- 
- Bahwa benar SHM objek sengketa pernah direferensi ;-------------------------- 
- Bahwa direferensi karena hilang;------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi yang menghilangkan ;---------------------------------------------------- 
- Bahwa SHM objek sengketa sudah dibalik nama ;--------------------------------- 
- Bahwa kepada Ny. Royaniah, SE dilakukan balik nama SHM objek 
sengketa;-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa dasar sehingga SHM terjadi Perubahan balik nama karena Jual 
Beli;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa rumah saksi yang ditukar dengan Tuppu Darman, SH di BTN M. 
Upa Blok H;----------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa rumah saksi di BTN M.Upa Blok H, saksi lupa masuk Kelurahan 
apa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;---------------------------------------- 
- Bahwa tidak satu Kelurahan ;------------------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu Tuppu Darman, SH memperoleh lokasi objek sengketa, 
yaitu dari Nurhayana istri dari Pammussureng;------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu Tuppu Darman, SH tinggal di Pondok Indah Andi Tonro 
Makassar;------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa Nurhayana memperoleh tanah dari M. Said Sampara;----------------- 
- Bahwa SHM No. 3153 atas nama Tuppu Darman, SH yang hilang bukan 
saksi yang mengurus penggantiannya di Kantor Pertanahan Kota 
Makassar;------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar saksi pernah diberi kuasa menjual lokasi objek snegketa 
Tuppu Darman ;----------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa yang menjual lokasi objek sengketa  kepada Ny. Royaniah, SE 
adalah Tuppu Darman, SH;-------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar saksi pernah diajak Tuppu Darman, SH kelokasi sebelum 
dilakukan tukar menukar rumah saksi BTN M.Upa di Blok H ;------------------ 
- Bahwa saksi pernah diajak kelokasi objek sengketa pada tahun 1997;------ 
- Bahwa benar lokasi objek sengketa pada waktu itu masih kosong ;---------- 
- Bahwa benar lokasi objek sengketa masih kosong sekarang ;----------------- 
- Bahwa saksi tahu luasnya, yaitu 451 m2;-------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1997 Kelurahan Mangasa berubah  
menjadi Kelurahan Gunung Sari ;------------------------------------------------------ 
- Bahwa benar SHM objek sengketa yang hilang dilaporkan Ke Pertanahan 
Kota Makassar ;----------------------------------------------------------------------------- 
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- Bahwa tindak lanjut Pertanahan Kota Makassar mengenai sertipikat hak 
milik objek sengketa yang hilang di Umumkan di Koran;------------------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tuppu Darman, SH pernah bermohon 
pengukuran ulang di Kantor Pertanahan Kota Makassar sehubungan 
dengan penerbitan SHM yang baru ;-------------------------------------------------- 
- Bahwa benar saksi sering kelokasi ;--------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi sering kelokasi karena ada rumah saksi dekat lokasi objek 
sengketa yang letaknya di Jalan Bumi 18 ;------------------------------------------ 
- Bahwa benar ada papan bicara yang saksi lihat pada waktu saksi tinggal 
dekat lokasi objek sengketa ;------------------------------------------------------------ 
- Bahwa Tuppu Darman, SH tidak pernah mengalihkan lokasi objek 
sengketa kepada orang lain selain kepada Ny. Royaniah, SE;----------------- 
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Kantor Pertanahan Kota Makassar 
sehubungan dengan perubahan sertipikat hak milik objek sengketa yang 
hilang ;----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa SHM atas nama Tuppu Darman, SH 
pernah berubah menjadi SHGB ;------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar saksi dengan Tuppu Darman, SH pernah melakukan tukar 
menukar tanah ;----------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa tanah yang dipertukarkan adalah tanah lokasi objek sengketa 
dengan tanah saksi di BTN. M.Upa Bolok H;---------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu Ny.Royaniah, SE membeli tanah objek sengketa milik 
Tuppu Darman, SH ;----------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa yang menjual adalah saksi berdasarkan surat kuasa menjual dari 
Tuppu Darman, SH;------------------------------------------------------------------------ 
- Bahwa rumah saksi di BTN M.Upa Blok H yang ditukar guling sama Tuppu 
Darman, SH belum dibalik nama ;------------------------------------------------------ 
- Bahwa benar Tuppu Darman, SH sudah menjual kepada orang lain ;-------- 
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- Bahwa ada surat dibawah tangan yang dibuat antara saksi dengan Tuppu 
Darman mengenai tanah yang dipertukarkan, yaitu surat dibawah tangan;- 
- Bahwa Tuppu Darman,SH menjual tanah objek sengketa kepada Ny. 
Royaniah, SE pada tahun 2013;-------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar Ny.Royaniah, SE mengecek lokasi objek sengketa pada 
waktu membeli, yaitu letaknya di Kelurahan Mangasa, Kecamatan 
Tamalate,  sekarang Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini;------- 
- Bahwa  Kelurahan Mangasa berubah menjadi Kelurahan Gunung Sari 
pada tahun 1997;--------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi tahu ada perubahan Kelurahan Mangasa menjadi Kelurahan 
Gunung Sari dari surat keterangan Lurah Gunung Sari;-------------------------- 
- Bahwa benar yang saksi maksud adalah bukti T.II Intv-10 ;--------------------- 
- Bahwa saksi tidak mencek lokasi objek sengketa pada waktu dijual 
kepada Ny. Royaniah,SE ;--------------------------------------------------------------- 
- Bahwa benar ada surat kuasa menjual lokasi objek sengketa yang diberi 
Tuppu Darman, SH kepada saksi dibuat sejak sertipikat hak milik hilang;- 
- Bahwa pihak Kelurahan Rappocini tidak dilibatakan pada saat transaksi 
jual beli antara Ny.Royaniah,SE dengan Tuppu Darman, SH;------------------ 
- Bahwa saksi tidak dilibatkan karena saksi yakin lokasi yang diperjual 
belikan benar diatas lokasi objek sengketa;----------------------------------------- 
- Bahwa AJB lokasi objek sengketa dibuat di Notaris;------------------------------ 
- Bahwa lokasi objek sengketa pada waktu di jual kepada Ny. Royaniah, SE 
tidak berada di Kelurahan Mangasa, sudah masuk Kelurahan Gunung 
Sari;--------------------------------------------------------------------------------------------   
- Bahwa saksi tinggal di BTN M.Upa Blok H, tapi lupa nomornya;--------------- 
- Bahwa masuk Kecamatan Rappocini rumah saksi di BTN M.Upa Blok H;-- 
- Bahwa pekerjaan Tuppu Darman, SH adalah Pensiunan Pegawai BPN 
Barru dan tinggal di Jalan Andi Tonro Makassar;---------------------------------- 
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2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Drs. Ayyub Salahuddin, 
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------  
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil/Lurah Gunung Sari, 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar;------------------------------------------------ 
- Bahwa saksi menjadi Lurah Gunung Sari sejak tanggal 01 Maret 2015;----- 
- Bahwa benar saksi bisa menjelaskan Kelurahan Gunung Sari, yaitu 
sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangasa, Utara 
berbatasan dengan Kelurahan Mapala dan Kelurahan Kassi-kassi, Timur 
berbatasan dengan Kelurahan Karunrung dan Kabupaten Gowa dan Barat 
berbatasan dengan Kelurahan Tidung dan Kelurahan Manuruki--------------- 
- Bahwa yang disengketakan di PTUN Makassar antara Penggugat dan 
Tergugat adalah Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 
451 m2 ( Empat ratus lima puluh satu meter persegi ) atas nama Nyonya 
Royaniah, SE ;------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar;--------------------------------------------------------------- 
- Bahwa sebelum menjadi Lurah Gunung Sari, saksi bertugas sebagai 
Lurah Karunrung;--------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi bisa menjelaskan objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik 
Nomor: 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 
451 m2 ( Empat ratus lima puluh satu meter persegi ) atas nama Nyonya 
Royaniah, SE masuk diwilayah Kelurahan Karunrung;--------------------------- 
- Bahwa benar saksi pernah kelokasi objek sengketa ;----------------------------- 
- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa dengan staf saksi dan Camat 
Rappocini;------------------------------------------------------------------------------------ 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 
Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 40 dari 63 hal.  
- Bahwa saksi kelokasi objek sengketa sebelum ada perkara di PTUN 
Makassar;------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran antara 2 wilayah pada saat saksi 
bertugas di Kelurahan Karunrung ;----------------------------------------------------- 
- Bahwa semua data yang berkaitan dengan objek sengketa tidak pernah di 
terbitkan sertipikat ;------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa di Kelurahan Gunung Sari tidak ada Wilayah Mangga Raya ;-------- 
- Bahwa benar Jalan Skarda 4 masuk Wilayah Kelurahan Gunung Sari;------ 
- Bahwa benar saksi tahu Jalan Sultan Alauddin ;----------------------------------- 
- Bahwa Jalan Sultan Alauddin masuk Kelurahan Gunung Sari;-----------------  
Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat dilokasi 
yang menjadi objek sengketa pada hari Jum’at, tanggal 11 September 2015 ;-----  
Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak 
diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, Penggugat, Tergugat 
dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 
10 Nopember 2015; -------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa  untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu 
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini;----------------------------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang 
dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan 
Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini 
telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum 
sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------          
    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 
terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah 
menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis 
masing-masing tertanggal 24 Juni 2015 dan 20 Agustus 2015. Selain 
menanggapi dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, pihak 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi;------------------------- 
Dalam Eksepsi.  
Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------ 
1. Kompetensi Absolut Pengadilan;------------------------------------------------------- 
2. Tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu 
(daluarsa);------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Gugatan Penggugat kabur(Obscuur Libel);------------------------------------------ 
4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa;--------------- 
Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat 
dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Repliknya masing-
masing tertanggal 1 Juli 2015 dan 27 Agustus 2015;-------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo akan 
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum 
mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo;------------------------------ 
1. Kompetensi Absolut Pengadilan. 
Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi terkait dengan kompetensi absolut pengadilan pada pokoknya adalah 
karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan sudah 
menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan kewenangan Peradilan 
Umum, maka Penggugat harus membuktikan dulu dasar kepemilikannya atas 
tanah sertipikat In casu;---------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa ketentuan normatif dalam pasal 47 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan 
bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa,, memutus dan 
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha negara”;---------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa melalui penafsiran secara otentifikasi dalam pasal 1 
angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah 
“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat 
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, 
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 47 juncto pasal 1 angka 10 
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  tersebut 
dapat dirumuskan bahwa salah satu ukuran untuk menentukan suatu sengketa 
hukum termasuk dalam sengketa tata usaha negara atau bukan adalah akibat 
dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;--------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya 
adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Penggugat 
sebagai objek gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan 
pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara?------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara secara normatif 
dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
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Tata Usaha Negara disebutkan ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  badan atau pejabat tata usaha negara 
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-udangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;----------- 
Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan yang menjadi objek 
gugatan dalam sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 
2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 451 M2 
(empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya Royaniah, SE ;-- 
Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan yang menjadi objek gugatan 
dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah 
memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam 
pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dengan pertimbangan sebagai berikut: sertipikat hak milik yang menjadi 
objek gugatan didalam sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan 
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban hukum baik bagi Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi. Atas tindakan hukum Tergugat tersebut dikonkritkan 
dengan menerbitkan surat keputusan objek gugatan, yang bersifat individual, dan 
final yang dimaknai tidak ada upaya administratif baik keberatan ataupun 
banding administrasi yang harus ditempuh terhadap penerbitan surat keputusan 
objek gugatan a quo sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi 
Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan yang menjadi objek gugatan 
telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka 
sengketa a quo termasuk dalam sengketa tata usaha negara serta forum yang 
tepat untuk menyelesaikannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar;-----------------------------------------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi yang menyangkut kewenangan absolut pengadilan haruslah 
dinyatakan tidak diterima;-------------------------------------------------------------------------- 
 2.Tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa). 
Menimbang, bahwa secara normatif tenggang waktu pengajuan gugatan 
di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari sejak diumumkannya dan diterimanya keputusan tata usaha negara 
(vide pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara);-------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju dalam 
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar in casu Tergugat 
melainkan Nyonya Royaniah, SE  in casu Tergugat II Intervensi;----------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah 
bagaimanakah penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak 
yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara?;---------------------- 
Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan 
gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya berlaku bagi 
pihak yang dituju dalam keputusan tata usaha negara. Sedangkan bagi pihak 
ketiga yang tidak dituju maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 
adalah 90 (Sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga 
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha 
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Negara objek sengketa (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI 
antara lain Putusan MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);-------- 
Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan MARI No. 
41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dihubungkan dengan fakta yang 
terungkap dipersidangan bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik 
Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 
451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE yang menjadi obyek sengketa a quo pada tanggal 23 Januari 2015 
dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 
tanggal 13 April 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 
pengajuan gugatan Penggugat belumlah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan 
puluh) hari dengan kata lain tidak daluarsa;-------------------------------------------------- 
  Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat danTergugat II 
Intervensi yang menyangkut tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat 
telah lewat waktu haruslah dinyatakan tidak diterima;------------------------------------- 
 3.Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas. 
 Menimbang, bahwa yang menjadi isi gugatan pada pokoknya berisi 
identitas para pihak (beserta kuasanya), posita/fundamentum petendi (duduk 
perkara) dan petitum(tuntutan).(vide ketentuan pasal 1 angka 11 juncto pasal 56 
ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara);------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik beracara di Peradilan 
Tata Usaha Negara terhadap ketidak seimbangan kedudukan para pihak, 
dimana satu sisi pihak Penggugat hanyalah seseorang atau badan hukum 
perdata sedangkan disisi lain pihak Tergugat merupakan badan atau jabatan tata 
usaha negara yang memiliki kekuasaan, maka Majelis Hakim diberi kewenangan 
melalui ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
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Peradilan Tata Usaha  Negara untuk memberikan kompensasi terhadap ketidak 
seimbangan kedudukan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan persiapan 
guna mematangkan gugatan Penggugat;----------------------------------------------------- 
 Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah 
melakukan serangkaian acara pemeriksaan persiapan dengan memberikan 
saran-saran perbaikan atas gugatan penggugat dan meminta keterangan 
Tergugat berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek 
sengketa a quo. Serta pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa 
instansinya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.(Vide 
Berita acara pemeriksaan persiapan);---------------------------------------------------------- 
 Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 juncto 
pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 
bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi isi dari pokok gugatan yaitu adanya 
identitas para pihak, posita dan apa yang menjadi obyek sengketa sesuai 
dengan apa yang dimohonkan untuk di batalkan dalam petitum, oleh karenanya 
eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah 
dinyatakan tidak  diterima;------------------------------------------------------------------------- 
4.Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa. 
Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang akan 
mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada 
kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan tata usaha 
negara;(vide pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Menimbang, bahwa kriteria mengenai kepentingan tidaklah diuraikan 
secara jelas dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang 
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Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Untuk menentukan kriteria 
kepentingan tersebut haruslah mengadopsi pendapat-pendapat para 
sarjana/pakar hukum Tata Usaha Negara, seperti: Indroharto mengemukakan 
pendapatnya bahwa pengertian “kepentingan” itu mengandung dua arti yakni:----- 
1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh 
hukum, dan;----------------------------------------------------------------------------------  
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan 
melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;--------------------------- 
Dalam keadaan konkritnya, tentang kepentingan yang menunjuk kepada nilai 
yang harus dilindungi oleh hukum tersebut masih dapat dibedakan lagi antara :--- 
a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu 
adanya keempat unsur seperti :--------------------------------------------------------- 
a.1. Penggugat yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan sendiri 
untuk mengajukan gugatan tersebut dan bukannya bertindak untuk 
kepentingan orang lain.------------------------------------------------------------ 
a.2. Kepentingan penggugat tersebut harus bersifat pribadi yaitu ada 
kaitan dengan diri Penggugat, didasarkan pada hukum subyektif 
yang ada padanya;------------------------------------------------------------------ 
a.3. Kepentingan tersebut bersifat langsung, dalam arti bahwa dirinya 
penggugat terkena secara langsung, dan bukannya berasal atau 
derivatif dari orang lain;------------------------------------------------------------- 
a.4. Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan atau tertentu 
sifatnya, baik materiil ataupun immateriil;------------------------------------- 
b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat. Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat 
hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;------------------------ 
 Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak 
terungkap fakta hukum, antara lain:------------------------------------------------------------- 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
 
Putusan Nomor : 29/G/2015/PTUN.Mks. 
Hal. 48 dari 63 hal.  
- Bahwa Nyonya Hajjah Nursiah Marauni adalah nama yang tercantum 
dalam Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 
20001/Kelurahan Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 
5305/1996, tanggal 05-07-1996, luas 391 m²;(vide bukti P-1, T.1)------------ 
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 20001/Kelurahan Karunrung, 
tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 5305/1996, tanggal 05-07-1996, 
luas 391 m² atas nama Nyonya Hajjah Nursiah Marauni mengalami 
Perbaikan Nomor Sertipikat yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 
20001 Kelurahan Karunrung,  diberikan Penggantian Nomor Hak dengan 
Nomor Hak yang baru yaitu Hak Milik 20469 Kelurahan Karunrung 
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perbaikan Nomor Sertipikat 
tertanggal 3 Maret 2015 (vide bukti T.3);--------------------------------------------- 
- Bahwa Hj. Nursiah telah meninggal pada tanggal 11 Juli 2012 di Makassar 
sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 
457/026/KUP/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, meninggalkan sebidang 
tanah yang beralamat di Jl. Talasalapang (Bumi XXII) sesuai Sertipikat 
Hak  Milik  Nomor : 20001 Tahun 2001 sebagaimana tertuang dalam Surat 
Keterangan Tanah Nomor : 365/KR/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan 
berdasarkan keterangan saksi Lurah Karunrung yang bernama Hidayat 
Jonas Manggis menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik 20001/Kelurahan 
Karunrung adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Hajja Nursiah 
Marauni (vide bukti P-3 dan Keterangan saksi Hidayat Jonas Manggis 
Lurah Karunrung).-------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 20001 Tahun 2001 atas nama 
Hj. Nursiah Marauni telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, 
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seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama 
Nyonya Royaniah, SE;-------------------------------------------------------------------- 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada bukti P.1, P.3, 
T.1, T-3 dan keterangan Saksi Hidayat Jonas Manggis Lurah Karunrung 
dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan 
atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo. Oleh karenanya 
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat 
tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan tidak  diterima;-------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo;------------------------------ 
DALAM POKOK PERKARA. 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 
telah diuraikan di atas;------------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon 
kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik 
Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 
451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE (vide bukti T.II.Intv-1);----------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris 
dari Almahumah Hj. Nursiah Marauni pemilik sah atas tanah kosong yang 
terletak di Jalan Talasalapang/Bumi XXII,Kelurahan Karunrung, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar tercatat/ terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 
Nomor : 20001/Kelurahan Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 
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5305/1996, tanggal 05-07-1996, luas 391 m²  atas nama Hj. Nursiah Marauni, 
yang batas-batasnya sebagai berikut : -------------------------------------------------------- 
- Sebelah Utara : Tanah milik/tembok Adnan Bintang;---------------------------------- 
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan BPH/tanah Edy Satir;------------------------- 
- Sebelah Selatan : Pagar tembok BPH/Jalan Bumi XXII;------------------------------ 
- Sebelah Barat : Jalanan tembus Talasalapang dan rumah milik Ny. Hj. Andi 
Halida;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan 
obyek sengketa sangat merugikan Penggugat oleh karena diterbitkan di atas 
tanah milik Penggugat yaitu Sertifpikat Hak Milik Nomor : 20001/Kelurahan 
Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 5305/1996, tanggal 05-07-
1996, luas 391 m² atas nama Nyonya Hajjah Nursiah Marauni;------------------------- 
Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa tindakan 
Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa diatas tanah Milik Penggugat 
adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a)  Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Pasal 17 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;---------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan 
Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga bertentangan dengan azas-azas 
umum pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b). Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara ;--------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Pihak Tergugat 
mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terbitnya obyek sengketa adalah 
sebagai berikut  : ------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa 
Sertipikat in casu semula adalah bekas tanah Milik Indonesia persil 
Nomor : 61 SII Kohir 468 CI yang dikuasai oleh Budianto Pamusureng 
dan beralih ke Tuppu Darman, SH., berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 
: 237/TM/PPTA-B/1995 tanggal 27 Desember 1995, yang telah gugur 
dan berubah menjadi tanah yang langsung dikuasai oieh negara 
berdasarkan PMPA Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 8, dan diproses 
penerbitan sertipikatnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 
3153/Mangasa tercatat atas nama Tuppu Darman, SH., yang 
direferensi karena adanya pemekaran Wilayah menjadi Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 26080/Gunung Sari dan kemudian dilakukan 
penggantian sertipikat karena hilang sehingga berubah menjadi 
Sertipikat Hak Milik Nomor: 26110/Gunung Sari, yang kemudian 
beralih keatas nama Nyonya Royaniah, SE., berdasarkan Akte Jual 
Beli Nomor : 43/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan penerbitan obyek 
sengketa  aquo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku;---------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat II 
Intervensi mendalilkan  yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---------------- 
a. Bahwa dalam penerbitan sertipikat objek sengketa Tergugat tidak 
bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dan penerbitan sertipikat objek sengketa 
tidak mengandung cacat hukum administrasi serta tidak melanggar 
Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan pula tidak 
melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-------------------- 
b. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan 
prosedur  hukum yang  berlaku yaitu berdasarkan data fisik dan data 
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yuridis dari pemerintah setempat mengenai syarat-syarat yang 
diperlukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan sama 
sekali tidak bertentangan Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997, Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960  dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 atas penerbitan Sertipikat Hak Milik 
Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, 
tanggal 12 September 2012, Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 
08-08- 2012 luas 451 m2  atas nama Ny. Royaniah, SE;---------------- 
c. Bahwa penerbitan  Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 September 2012, 
Surat Ukur Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 luas 451 m2  atas 
nama Ny. Royaniah, SE, letak tanah Desa/Kelurahan Gunung Sari, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar telah mendapat legitimasi oleh 
pemerintah yang berwenang in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Makassar diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dibidang  pertanahan sama sekali tidak ada pelanggaran 
asas-asas umum pada pemerintahan yang baik, khususnya asas 
kecermatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf 
a dan b,  Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 penerbitan  sertipikat 
objek sengketa  prosedural dan sah adanya;--------------------------------- 
d. Bahwa sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tanggal 12 
September 2012, Surat Ukur  Nomor: 07184/2012 tanggal 08-08-2012 
luas 451 m2  atas nama Ny. Royaniah,SE terle ih dahulu mengajukan 
permohonan pengukuran dan batas- batas tanah yang akan diterbitkan 
sertipikatnya tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang keberatan 
terhadap tanah yang akan disertipikatkan oleh Tergugat Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Makassar Vide Peraturan Pemerintah Nomor 
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24 tahun 1997 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 
1997;--------------------------------------------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang–Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur 
bahwa Majelis Hakim berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, 
beban pembuktian serta penilaian  pembuktian, maka dalam mempertimbangkan 
perbedaan pendapat Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:----------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik  Nomor : 
20001/Kelurahan Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 
5305/1996, tanggal 05-07-1996, luas 391 m²  atas nama Hj. Nursiah Marauni 
(vide  bukti P-1) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20001/Kelurahan Karunrung, 
tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor 5305/1996, tanggal 05-07-1996, luas 
391 m²  atas nama Hj. Nursiah Marauni (vide bukti T-1) didalam buku tanah 
tersebut terdapat catatan yaitu telah dimintakan pengecekan sertipikat tanggal  
4-3-2015 oleh Zulkiflie Marauni;------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah penerbitan obyek sengketa  telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dalam penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah;---------------------------- 
Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo;------------- 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur 
sebagai berikut: ”Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional.”;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
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1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran tanah, mengatur bahwa :--------------------------------------- 
1. Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 
dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan 
atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat 
massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan 
menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan 
Pendaftaran Tanah;------------------------------------------------------------------------------ 
2. Bentuk, isi dan cara pengisian sertipikat diatur dalam BAB V peraturan ini;------ 
Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti berupa Sertipikat Hak 
Milik Nomor : 26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 
12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, 
seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T.II.Intv-1, P-4 dan T-2);-------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 juncto pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
tanah dihubungkan bukti-bukti T.II-Intv-1, P-4 dan T-.2 tersebut diatas,  Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) 
mempunyai kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan obyek yang 
dipersengketakan, sehingga penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan 
kewenangannya ; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
perbedaan pendapat apakah terjadi tumpang tindih dalam  1 (satu) bidang tanah 
tersebut  sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------  
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Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah atas 
satu bidang tanah dapat didaftarkan lebih dari 1 kali untuk pendaftaran tanah 
untuk pertama kali dalam sistem pendaftaran tanah yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------------------------------  
Menimbang,  bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran mengatur bahwa  Pendaftaran tanah 
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya;-------------------------------------------------------------- 
 Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan 
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan 
satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 
bangunan atau bagian bangunan di atasnya;------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran 1 Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan khususnya menyangkut 
masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah pada halaman 28 disebutkan 
bahwa Masalah Tumpang Tindih Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang 
sebelumnya telah diterbitkan hak atas nama pihak lain akar permasalahan 
menyangkut tanah tidak dikuasai pemegang hak yang terbit lebih dahulu, Hak 
yang terbit lebih dulu tidak ada peta pendaftarannya,  Kantor Pertanahan tidak 
memeriksa Peta Pendaftaran tanah;------------------------------------------------------------ 
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Menimbang, bahwa Pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur bahwa :--------------------  
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-------- 
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: --------------------- 
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -------------------------- 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;---- 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat ;----------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan 
pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, 
penyajian data fisik dan data yuridis serta penyimpanan daftar umum dan 
dokumen;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :---------------------------- 
(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan 
kegiatan  pengukuran dan pemetaan;--------------------------------------------------- 
(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1)  
meliputi :----------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;--------------------------------------------------
- 
b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;----------------------------------------------
- 
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 
pendaftaran;--------------------------------------------------------------------------------- 
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d. Pembuataan daftar tanah;---------------------------------------------------------------- 
e. Pembuatan surat ukur;-------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa :---------------- 
(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya 
dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;------------------------------------------------ 
(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar 
pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi 
syarat untuk pembuatan peta pendaftaran;----------------------------------------------- 
(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun 
peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar 
pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang 
tanah yang bersangkutan;-------------------------------------------------------------------- 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang 
tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri;------------------ 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan 
dengan objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 26110/Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012, Surat Ukur 
Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh 
satu meter persegi), atas nama Nyonya Royaniah, SE, pihak Tergugat 
setidaknya telah membuat Peta Pendaftaran tanah dan surat ukur di wilayah tata 
usaha pendaftaran tanah  pertama sekali Tergugat menerbitkan Sertipikat obyek 
sengketa a quo;-------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal tersebut diatas, Majelis 
Hakim telah memerintahkan Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk 
menghadirkan Peta Pendaftaran Tanah, surat ukur serta gambar ukur khususnya 
Peta Pendaftaran tanah tempat dipetakannya Sertipikat  objek sengketa dan atas 
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perintah tersebut pihak Kuasa Tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa 
Peta Pendaftaran tanah, surat ukur maupun gambar ukur  tidak ada;----------------- 
Menimbang, bahwa untuk mencari Kebenaran Materiil, Majelis Hakim 
telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan penunjukan dan 
pengakuan Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai 
pemegang hak atas obyek sengketa ditemukan fakta bahwa bidang tanah obyek 
sengketa berada di wilayah Kelurahan Karunrung sebagaimana tersebut dalam 
Sertipikat Hak Milik Nomor : 20001/Kelurahan Karunrung, tanggal 31 Mei 2001, 
Surat Ukur Nomor 5305/1996, tanggal 05-07-1996, luas 391 m² atas nama 
Nyonya Hajjah Nursiah Marauni  (vide bukti P.1), berita acara pemeriksaan 
setempat tanggal tanggal 11 September 2015 ):------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa Pihak Tergugat  telah mendaftarkan satu bidang tanah lebih  
dari 1 X (satu kali) untuk pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal  1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, yang merumuskan bahwa pendaftaran tanah untuk 
pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah 
Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;--------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di persidangan 
menyatakan bahwa tidak ada Peta Pendaftaran Tanah, surat ukur maupun 
gambar ukur di wilayah obyek sengketa a quo  maka sudah cukup membuktikan 
bahwa Tergugat tidak memiliki alat kontrol yang terukur erdasarkan ketentuan 
yang berlaku untuk mengontrol apakah suatu bidang tanah sudah pernah 
terdaftar atau tidak sebagaimana dimaksud dalam pengertian pendaftaran tanah 
untuk pertama kali;---------------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek 
sengketa tanpa terlebih dahulu memeriksa ketersediaan Peta Pendaftaran 
Tanah yang memetakan tanah-tanah yang telah terdaftar serta tidak terlebih 
dahulu menyediakan peta pendaftaran tanah serta surat ukur  untuk memetakan 
objek sengketa sudah cukup membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan ketentuan lain yang 
berkaitan dengan esensi pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian letak, 
luas dan pihak yang berbatasan;---------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang 
bernama Hidayat Jonas Manggis, pekerjaan Lurah Karunrung menerangkan 
tanah Penggugat di Jalan Bumi 22 Tala’salapang dan saksi yang bernama Drs. 
Ayyub Salahuddin pekerjaan Lurah Gunungsari dibawah sumpah menerangkan 
bahwa sertipikat obyek sengketa letaknya berada di Karunrung;----------------------- 
Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :--------------- 
1. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah 
digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan 
di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang 
ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar 
umum;----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan 
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap 
berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang 
ditetapkan oleh Menteri;------------------------------------------------------------------- 
3. Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat 
diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan 
tugasnya;-------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke 
sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan 
para pihak yang bersangkutan;--------------------------------------------------------- 
5. Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 
menggunakan peralatan elektronik dan microfilm.;-------------------------------- 
6. Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian 
sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan;-------------------------------------------------------- 
7. Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian 
juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan 
alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh Menteri;------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa proses penerbitan obyek sengketa Pihak Tergugat 
tidak melaksanakan penelitian data yuridis atau setidaknya lalai dalam 
mengumpulkan data yuridis serta tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar 
terbitnya objek sengketa yang merupakan dokumen negara (dalam hal ini 
diwakili oleh Pihak Tergugat) maka Tindakan Tergugat bertentangan dengan 
Pasal 12 ayat (1) juncto pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah serta Tergugat tidak cermat dalam 
meletakan/menentukan wilayah obyek sengketa yang diterbitkan ;-------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertentangan 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum 
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Pemerintahan yang Baik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf 
a  dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
maka obyek sengketa  harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah    
dikabulkan seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan yang menjadi objek 
sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat juga diwajibkan untuk 
mencabut surat keputusan objek sengketa a quo;------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
maka Majelis Hakim memerintahkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
selaku pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 
perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan 
oleh pihak-pihak yang bersengketa,  Majelis Hakim mempedomani ketentuan 
Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim 
mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang 
relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, 
sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi 
tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; ----------------------------- 
Mengingat,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; --------         
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                                                   MENGADILI  
Dalam Eksepsi: 
Menyatakan Eksepsi Tergugat  dan Tergugat II Intervensi  tidak diterima; --------
Dalam Pokok Perkara:  
1.  Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------- 
2. Menyatakan  batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 
451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE ;------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 
26110/Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 
September 2012, Surat Ukur Nomor : 07184/2012, tanggal 08/08/2012, seluas 
451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Nyonya 
Royaniah, SE;------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang 
timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.032.000       
(Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);------------------------------------------------------          
           Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 
Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami SRI SETYOWATI, S.H., M.H., 
sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan CHRISTIAN 
EDNI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut 
diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 dalam sidang yang 
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terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
BURHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar dengan  dihadiri  oleh Kuas Hukum Penggugat dan  tanpa  dihadiri  
oleh    Kuasa Hukum Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-------------------------                                              
Hakim Anggota,                                          Hakim Ketua Majelis, 
           Ttd                                Ttd 
 
JOKO SETIONO, SH. MH.                       SRI SETYOWATI, SH.MH. 
 
            Ttd 
 
 
CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH                     Panitera Pengganti, 
 
 
           Ttd 
 
             BURHAN, SH. 
 
 
Perincian Biaya Perkara No.29/G/2015/P.TUN Mks: 
1. Biaya pendaftaran------------------------------------------ Rp  .  30.000,- 
2. Biaya proses------------------------------------------------- Rp.     50.000,- 
3. Biaya panggilan--------------------------------------------- Rp.   435.000,- 
4. Biaya peninjauan lokasi----------------------------------- Rp.1.500.000,- 
5. Biaya meterai----------------------------------------------- Rp.     12.000,- 
6. Biaya redaksi------------------------------------------------ Rp.       5.000,- 
                    J u m l a h--------------------------------------- Rp. 2.032.000,- 
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